KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

PERANGKAT DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan
Nama Perangkat daerah

Urusan / Bidang Urusan

Program
Indikator kinerja Program

Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sub Kegiatan

Target Indikator Sub Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

2025
Badan Pendapatan Daerah

Unsur Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

70, 69 Poin

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

e Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

eJumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang
disusun

eJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

11 Dokumen

2 Dokumen

12 Laporan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

11 Dokumen

Dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah maka
diperlukan sebuah upaya penyusunan Perendanaan Kinerja yang efektif, terukur
dan tepat. Dokumen Perencanaan tersebut akan digunakan sebagai dasar
pelaksanaan pembangunan di Badan Pendapatan Daerah selama satu tahun
kedepan. Penyusunan Dokumen Perencanaan dilaksanakan secara rutin setiap
tahun dengan target kinerja jumlah dokumen perencanaan daerah yang
tersusun.

. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya doumen perencanaan yang baik dan
tepat waktu.

DASAR HUKUM

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Kerangka Acuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Lampung Barat TA 2025 Page 1



3.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah.

D. SASARAN
Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Badan Pendapatan Daerah

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan rentang kegiatan yang
fleksibel dan sesuai dengan tahapan proses perencanaan pembangunan,
adapun penganggarannya dialokasikan setiap tiga bulan sekali

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

No Uraian TAHUN 2025

Jan Feb Mar | Apr | Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov

Des

1 Rapat TIM N
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

2 Bimbingan N
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

4 Pelaksanaan N
Sub
Kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat
G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah
selaku pelaksana program pembangunan dan Instansi terkait yang
memanfaatkan data kinerja Bapenda

|
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025

meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING

URAIAN

PAGU
ANGGARAN

WAKTU PELAKSANAAN

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN JUL

AGS

SEP

OKT

NOP

DES

3

10 11

12

13

14

15

16

TOTAL BELANJA

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

16.713.500

5

1

02

01

01 | 0024

Belanja
Alat/Bahan
untuk Kegiatan
Kantor-ATK

252.000

252.000

02

01

01 | 0025

Belanja
Alat/Bahan
untuk Kegiatan
Kantor-Kertas
dan Cover

380.000

380.000

02

01

01 | 0029

Belanja
Alat/Bahan
untuk Kegiatan
Kantor-Bahan
Komputer

500.000

500.000

02

01

01 | 0052

Belanja
Makanan dan
Minuman Rapat

517.500

230.000

287.500

04

01
0001

Belanja
Perjalanan
Dinas Biasa

15.064.000

15.064.000
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :
1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

J. KELUARAN

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 Dokumen

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten
Lampung Barat.

Liwa, .....ccoooinnil. 2024
MENGETAHUI, PENANGGGUNG JAWAB
PENGGUNA ANGGARAN,
KEGIATAN
Drs. DAMAN NASIR., M.P WASIS SUPRIYADI, S.T., M.Ak
NIP. 19680701 198901 1 002 NIP. 19780411 200212 1 007
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tahun Perencanaan
Nama Perangkat daerah

Urusan / Bidang Urusan

Program

Indikator kinerja Program
Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

TAHUN ANGGARAN 2025

2025
Badan Pendapatan Daerah

" Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

70, 69 Poin

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sub Kegiatan

Target Indikator Sub Kegiatan

e Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

eJumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang
disusun

eJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

11 Dokumen

2 Dokumen

12 Laporan

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan

Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

2 Dokumen

LATAR BELAKANG

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD merupakan
kegiatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Pendapatan Daerah tahun
2025. Rencana Kerja Anggaran merupakan dokumen yang menjadi dasar
pengajuan RAPBD Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya menjadi dokumen
anggaran Pemerintah Daerah.

TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya doumen perencanaan yang baik dan
tepat waktu.

DASAR HUKUM

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Lampung Barat;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah

SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Badan Pendapatan Daerah Pelaksanaan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan yakni sejak bulan April — Juni 2025
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Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

No

Uraian

TAHUN 2025

Jan Feb

Mar

Apr

Mei

Jun Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Rapat TIM N
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Bimbingan N
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan N
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pelaksanaan N
Sub
Kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah selaku
pelaksana program pembangunan dan Instansi terkait yang memanfaatkan data

kinerja Bapenda
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING

URAIAN

PAGU
ANGGARAN

WAKTU PELAKSANAAN

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOP

DES

2

9

10

11

12

13

14

15

16

TOTAL BELANJA

SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

5.823.800

5

1

02 | 01 | O1

0024

Belanja
Alat/Bahan
untuk Kegiatan
Kantor-ATK

2.848.800

2.848.800

02 | 01 | O1

0025

Belanja
Alat/Bahan
untuk Kegiatan
Kantor-Kertas
dan Cover

850.000

850.000

02 | 01 | O1

0026

Belanja
Alat/Bahan
untuk Kegiatan
Kantor-Bahan
Cetak

1.375.000

1.375.000

02 | 01 | O1

0029

Belanja
Alat/Bahan
untuk Kegiatan
Kantor Bahan
Komputer

750.000

750.000
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. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

J. KELUARAN

Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Dokumen RKA SKPD

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
SubKegiatan Penyusunan Dokumen RKA OPD tahun 2025

Mengetahui,
Sekretariat

Ay

S

SUPRIYADI, S.T..M.Ak.

NIP=F9780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Penelaah Teknis Kebijakan

-

SASTRA WIJAYA, S.STP.
NIP. 19950101 201708 1 003
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tahun Perencanaan
Nama Perangkat daerah

Urusan / Bidang Urusan

Program

Indikator kinerja Program
Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sub Kegiatan

Target Indikator Sub Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

TAHUN ANGGARAN 2025

2025
Badan Pendapatan Daerah

Unsur Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

70, 69 Poin

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

e Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

eJumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang
disusun

eJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

11 Dokumen

2 Dokumen

12 Laporan

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

2 Dokumen

Dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah maka
diperlukan sebuah upaya penyusunan Perendanaan Kinerja yang efektif, terukur
dan tepat. Dokumen Perencanaan tersebut akan digunakan sebagai dasar
pelaksanaan pembangunan di Badan Pendapatan Daerah selama satu tahun
kedepan. Penyusunan Dokumen Perencanaan dilaksanakan secara rutin setiap
tahun dengan target kinerja jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun.

. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya doumen perencanaan yang baik dan
tepat waktu.

DASAR HUKUM

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Lampung Barat;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah

. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Badan Pendapatan Daerah
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E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan rentang kegiatan yang fleksibel
dan sesuai
penganggarannya dialokasikan setiap tiga bulan sekali

Tabel 1.

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi

dengan tahapan proses perencanaan pembangunan,

adapun

dan Penyusunan

No

Uraian

TAHUN 2025

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Rapat TIM
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pelaksanaan
Sub
Kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah selaku
pelaksana program pembangunan dan Instansi terkait yang memanfaatkan data
kinerja Bapenda
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

WAKTU PELAKSANAAN
KODE REKENING URAIAN ANGOSRAN
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL BELANJA
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.363.000 -
5 1 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan 2.283.000
untuk Kegiatan 2.283.000 - -
Kantor-ATK
5 1 02 | 01 | 01 | 0025 | Belanja Alat/Bahan 455.000
untuk Kegiatan 455.000
Kantor-Kertas dan
Cover
5 1 02 | 01 | 01 | 0029 | Belanja Alat/Bahan 625.000 625.000
untuk Kegiatan
Kantor-Bahan
Komputer
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

J. KELUARAN

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 Dokumen

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan

SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Mengetahui,

Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat

Penelaah Teknis Kebijakan

SUPRIYADI, S.T..M.Ak. SASTRA WIJAYA, S.STP.
NIP=F9780411 200212 1 007 NIP. 19950101 201708 1 003
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tahun Perencanaan
Nama Perangkat daerah

Urusan / Bidang Urusan
Program

Indikator kinerja Program

Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sub Kegiatan

Target Indikator Sub Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

TAHUN ANGGARAN 2025

2025
Badan Pendapatan Daerah

Unsur Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

70, 69 Poin

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

e Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

eJumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang
disusun

eJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

11 Dokumen

2 Dokumen

12 Laporan

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

1 Dokumen

Penyusunan anggaran dan belanja merupakan sebuah tahapan penting dalam
penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah
dituangkan dalam dokumen Perencanaan mulai dari Dokumen Renstra, Renja,
hingga Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD yang selanjutnya menjadi dasar
pengajuan menjadi Dokumen DPA OPD.

. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya doumen perencanaan yang baik dan
tepat waktu.

DASAR HUKUM

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Lampung Barat;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah

. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Badan Pendapatan Daerah,;
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E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 bulan yakni sejak bulan Maret 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

No Uraian TAHUN 2025

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

1 Rapat TIM N
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

2 Bimbingan N
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

4 Pelaksanaan N
Sub
Kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat
G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah selaku
pelaksana program pembangunan dan Instansi terkait yang memanfaatkan data
kinerja Bapenda

I —
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

WAKTU PELAKSANAAN
KODE REKENING URAIAN ANgé?\lI;AN
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL BELANJA
Sub Kegiatanan Koordinasi dan Penyusunan 6.224.400
DPA-SKPD -
5 1 (020101 0024 | Belanja Alat/Bahan 4.829.400
untuk Kegiatan Kantor- | 4.829.400 - -
ATK
5 1 (020101 0025 | Belanja Alat/Bahan 520.000
untuk Kegiatan Kantor- | 520.000
Kertas dan Cover
5 1 (020101 0029 | Belanja Alat/Bahan 875.000
untuk Kegiatan Kantor- | 875.000
Bahan Komputer
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. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :
1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

J. KELUARAN

Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Dokumen DPA SKPD

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen DPA OPD tahun 2025

Mengetahui,
Sekretariat

>~

S

SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.

NIP=F9780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Penelaah Teknis Kebijakan

SASTRA WIJAYA, S.STP.
NIP. 19950101 201708 1 003
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tahun Perencanaan
Nama Perangkat daerah

Urusan / Bidang Urusan

Program

Indikator kinerja Program
Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

TAHUN ANGGARAN 2025

2025
Badan Pendapatan Daerah

Unsur Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

70, 69 Poin

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

¢ Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sub Kegiatan

Target Indikator Sub Kegiatan

e Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang
disusun

eJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

11 Dokumen

2 Dokumen

12 Laporan

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

2 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan penganggaran yang sudah ditetapkan, sering terjadi kondisi
dimana diperlukan dilakukan perubahan anggaran, ataupun penambahan anggaran
yang disebabkan kondisi yang memaksa perlu dilakukan penataan maupun
penambahan anggaran, seperti kondisi bencana, perubahan regulasi dari
pemerintah pusat maupun kondisi lainnya. Oleh karena itu diperlukan kegiatan
penyusunan perubahan anggaran OPD, yang selanjutnya ditetapkan dalam
dokumen Perubahan DPA OPD tahun 2025

. TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya doumen perencanaan yang baik dan
tepat waktu.

DASAR HUKUM

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Lampung Barat;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah

. SASARAN
Sub kegiatan ini mencakup penyusunan Perubahan DPA Bapenda tahun 2025
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E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan yakni sejak bulan September - November
2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD

No

Uraian

TAHUN 2025

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Rapat TIM
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pelaksanaan
Sub
Kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah selaku
pelaksana program pembangunan dan Instansi terkait yang memanfaatkan data
kinerja Bapenda
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

WAKTU PELAKSANAAN
KODE REKENING URAIAN ANgé?\lI;AN
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL BELANJA
Sub Kegiatanan Koordinasi dan 6.261.400
Penyusunan DPA-SKPD o
511102|01]|01 0024 Belanja
Alat/Bahan untuk | 4.991.400 4.991.400 - -
Kegiatan Kantor-
ATK
5(1(02(01]|01 0025 Belanja
Alat/Bahan untuk | 520.000 520.000
Kegiatan Kantor-
Kertas dan Cover
511102|01]|01 0029 Belanja
Alat/Bahan untuk | 750.000 750.000
Kegiatan Kantor-
Bahan Komputer

|
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :
1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

J. KELUARAN

Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Perubahan Dokumen DPA SKPD

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA OPD tahun 2025

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Penelaah Teknis Kebijakan

/ & g

S SUPRIYADI, S.T..M.Ak. SASTRA WIJAYA, S.STP.
NIP=#9780411 200212 1 007 NIP. 19950101 201708 1 003

I —
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan . 2025

Nama Perangkat daerah . Badan Pendapatan Daerah

Urusan / Bidang Urusan : Unsur Penunjang/Keuangan

Program . Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program : Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Target Indikator Kinerja Program  : 70, 69 Poin

Kegiatan . Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan . eJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
e Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang

disusun
eJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Target Indikator Kinerja Kegiatan : 11 Dokumen
2 Dokumen
12 Laporan

Sub Kegiatan . Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target Indikator Sub Kegiatan : 12 Laporan

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh Instansi, maka perlu dilaksanakan sebuah sistem evaluasi yang tersistematis
dan terukur sehingga dokumen evaluasi tersebut bisa dijadikan pedoman untuk
perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu diperlukan kegiatan
yang bisa mengakomodir pelaksanaan evaluasi dimaksud.

TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja Bapenda

DASAR HUKUM

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Lampung Barat;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah

SASARAN
Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan sistem evaluasi triwulanan
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Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan

No

Uraian

TAHUN 2025

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Rapat TIM
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pelaksanaan
Sub
Kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana
program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatanan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten
Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PAGU WAKTU PELAKSANAAN
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN | ;AN | FEB | MAR| APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP | DES
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL BELANJA

Sub Kegiatanan Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.820.000 -

5[1]02]01[01] 0025 [ Belanja 260.000 260.000
Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Kertas dan Cover

5102 01|01 | 0029 | Belanja
Alat/Bahan untuk | 750.000 750.000
Kegiatan Kantor-
Bahan Komputer

5|1 02 01|01 0052 | Belanja Makanan 810.000
dan Minuman 810.000
Rapat
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DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah.

KELUARAN
Jumlah aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD target 12 laporan

. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2025

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Penelaah Teknis Kebijakan

-

SASTRA WIJAYA, S.STP.

NIP=#9780411 200212 1 007 NIP. 19950101 201708 1 003
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan ;2025
Nama Perangkat daerah . Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan : Unsur Penunjang/Keuangan
Program . Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Indikator kinerja Program :  Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program  : 70, 69 Poin
Kegiatan . Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan : e Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
eJumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang
disusun
eJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan : 11 Dokumen
2 Dokumen
12 Laporan
Sub Kegiatan . Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Indikator Sub Kegiatan : 12 Laporan

A. LATAR BELAKANG
Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang
mengakomodir proses penyusunan dokumen evaluasi kinerja yang telah
dikumpulkan melalui mekanisme evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk menampilkan gambaran evaluasi kinerja yang
dicapai oleh Bapenda Tahun 2025

B. TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya doumen Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah yang tepat waktu dan dapat diandalkan

C. DASAR HUKUM

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat |l Lampung Barat;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah

D. SASARAN
Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda
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PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2025

Adapun laporan evaluasi yang disiapkan adalah Laporan akhir tahun, LKPj,
LPPD, LKIP, Evaluasi Renja Trw 1,2,3,4, serta Evaluasi Rencana Aksi Trw 1,2,3
dan 4

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No Uraian TAHUN 2025

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov

Des

Rapat TIM N
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Bimbingan N
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pelaksanaan N N
Sub
kegiatan

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana
program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

|
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatanan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 meliputi:
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Semester | Semester I|
Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun lni Total RAK Triwulan | Triwudan |l Triwulan 11 Triwaudan IV
Januari Februari Marat Agpril Mei Juni Judi Agustus September Oktobar Movember Desember
5.1 BELAMNJA OPERASI 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00( 0,00 B10.000,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00/
Belanja Barang dan
5.1.02 3 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00( 0,00 B10.000,00| 000 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00
asa
5.1.02.01 Belanja Barang 3.120.000.00 3.120.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00( 0,00 B10.000,00| 000 0,00 000 0,00 0,00 810.000,00 0,00
Belanja Barang Pakai
5.1.02.01.01 - 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00( 0,00 B10.000,00| 000 0.00) 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0.00
abis
Belanja Alat'Bahan
5.1.02.01.01.0024 |untuk Kegiatan Kantor- 495.000,00 495.000,00 0,00 0,00 4095.000,00| 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/
Alat Tulis Kantor
Belanja Alat'Bahan
5.1.02.01.01.0025|untuk Kegiatan Kantor- 630.000,00 G30.000,00 0,00 0,00 630.000,00| 0,00 0,001 000 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00/
Kertas dan Cover
Belanja Alat'Bahan
5.1.02.01.01.0020 | untuk Kegiatan Kantor- 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00| 0,00 0,000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/
Bahan Komputer
Belanja Makanan dan
5.1.02.01.01.0082| 1.620.000.00 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B10.000,00| 000 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00/
Minuman Rapat
. AL YANG 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00) 0,00 B10.000,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00
TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN ’ : ‘ ’ :
JUMLAH ALOKASI KAS YANG
TERSEDIA DARI BELANJA PER 3.120.000.00 3.120.000,00 1.500.000,00 B10.000,00 0,00 810.000,00
TRIWULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG
TERSEDIA DARI BEELANJA PER 3.120.000,00 3.120.000,00 2.310.000,00 810.000,00|
SEMESTE
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah

J. KELUARAN
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target 12 laporan

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun
2025

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Penelaah Teknis Kebijakan

o
N\, & S
04,,.%"0“(\‘* ‘?&,/ -
SUPRIYADI, S.T..M.Ak. SASTRA WIJAYA, S.STP.
NIP=F9780411 200212 1 007 NIP. 19950101 201708 1 003
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan ;2025

Nama Perangkat daerah . Badan Pendapatan Daerah

Urusan / Bidang Urusan : Unsur Penunjang/Keuangan

Program . Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program :  Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Target Indikator Kinerja Program  : 70, 69 Poin

Kegiatan : Administrasi Keuangan Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan
ASN

Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi
pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Laporan Keuangan
bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan  Keuangan
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis
realisasi anggaran

Target Indikator Kinerja Kegiatan : 20 Orang/bulan
1 Laporan
1 Laporan
1 Dokumen
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Target Indikator Sub Kegiatan : 20 orang/bulan
A. LATAR BELAKANG

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN merupakan salah satu hal yang penting bagi
setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, karena dengan gaji yang
diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Gaji pokok dibayarkan
kepada pegawai secara berkala setiap bulan selama yang bersangkutan bekerja
sebagai seorang PNS. Besarnya gaji pokok yang didapatkan oleh seluruh pegawai
di setiap instansi adalah sama disesuaikan pada pangkat dan golongan.

TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memudahkan pembayaran/transaksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

DASAR HUKUM

1.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
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4.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil.

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 bulan dari Bulan Januari — Desember
2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No

Uraian

TAHUN 2025

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Rapat TIM
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pelaksanaan
Sub
Kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana
program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Semester | Semester |l
Anpggaran Tahun - - -
Hode Rekening Uraian I Total RAK Triwdan | Triwulan Il Trvweulan 11 Triwudan [V
Jamuan Fabmuari Maret Apri Mle Jumi Jui Apgustus September Oktober Nowvember Desember

5.1 EEI:HJA 2.541.401.500,00) 2.541.401.500,00| 184.273.113,00( 193.923.715,00 | 345.664.273,00| 180.671.586,00 | 180.670.900,00| 346.664.130,00| 177.465.478,00 [178.280.262,00{ 183.162.920,00 [184.208.619,00 184.207 661,00 [184.208.7 16,00

5.1.01 Belanja Pegawai | 2.541.401.500,00) 2.541.401.500,00| 184.273.113,00(193.923.715,00| 345.664.273, 00| 180.671.586,00 | 180.670.909,00| 346.664.130,00( 177.465.478,00 | 178.280.362,00| 183.162.920,00 [ 184.208.619,00| 184.207 661,00 [ 184.208.7 16,00
Belanja Gaji dan

5.1.01.01 Tunjangan ASN 1.332.051.866,00) 1.332.051.866,00| 92.812.651,00(102.463.253,00 | 194.420.311,00) 97.211.124,00| 97.210.447,00(104.420.177,00| 93.505.014,00| 93.828.012,00 93.937.308.00| D0.T48.155,00| D0.747.184,00( 90.748.230,00
Belanja Gaji Pokok

5.1.01.01.01 . 200.000.498,00| 920.000.498,00( 60.156.000,00| 75.788.915,00(|143.072.966,00| T1.536.483,00| 71.536.483,00(143.072.066,00( 71.032.668.00) 71.294.229,00) T71.432.668,00( 67.358.706,00( 67.358.706,00| 67.359.708,00)
Belanja Gaj Pokok

5.1.01.01.01.0001 WE 04 061.832,00( 044.961.832,00( 65.052.400,00| 72.481.500,00)136.458.135,00| 68.229.068,00| 6B 220.068,00(136.458.136,00( 68.229.068.00) 68.220.068,00| 68.220.068.00( 54.155.106,00 64.155.106,00) G4.138.108,00)
Belanja Gaji Pokok

5.1.01.01.01.0002 — 45038.666.000 45.038.666,000 320360000 330741500 6614830000 3307415000 330741500 661483000 2.803.50000| 3.0685.161.000 3.203.800.00| 3.203.600,00 3.203.600,00( 3.203.600,00
Belanja Tunjangan

5.1.01.01.02 ik ABM TM2T724.910,000 1M2724.040,00( B.088.006,00| 0.202.848,00) 17.510.90200 B.755.496,00| B.TS540600( 17.510.002,00( 7.935176.00) 7135184000 7.135180,00( T.135.180,00( 7.135.180,00) 7T.135.180,00)

uarga

Belanja Tunjangan

5.1.ﬂ1.D1.[t2.D[lﬂ1H PHE 100.401.160,00| 100.401.160,00| T.T67T.64600( B.932876,00| 16.791.04800) 8.385.524,00| B.395524.00( 16.791.048,00| 5554.579.00| 5.554.583,00| 5.554.58300| 555458300 5.554.583,00( 5.554.5683,00
eluarga
Belanja Tunjangan

5.1.01.01.02.0002 Keluarga PPPK 12.323.750,00 12.323.750,00 320.360,00 359.972,00 719.944 00| 359 972,00 350.972.00 71884400/ 1.580.587.00| 1.580.601,00) 1.580.587.00| 1.580.597,000 1.5B0.597,00( 1.580.507,00)
Belanja Tunjangan

5.1.01.01.03 bt A 145.531.400,00| 145.531.400,00( 0.465.000,00| 10.280.446,00| 20.560.802,00| 10.280.446,00| 10.Z80.446,00( 20.560.892,00( 10.280.446.00) 10.280.446,00) 10.280.446.00( 11.087.312,00( 11.087-312,00| 11.0487.316,00)
abatan
Belanja Tungangan

5.1.ﬂ1.01.[G.D[-ﬂ1Jaba1 PHE 145.531.400,00| 145.531.400,00| 046500000 10.280.446,00| 20.560.802,000 10.280.446,00) 10.280.446.00 20.560.892,00| 10.280.446.00| 10.280.446,00) 10.280.445.00| 11.087.212,00 11.087.312,00( 11.087.316,00

£l

Belanja Tunjangan

5.1.01.01.04 Fungsional AN 15.640.200,000  15.640.200,00( 1.080.000,00] 1.473.046,00| 2.346.00200 1173046001 1.1TI.04600( 2.346.002,00( 1.000.00000) 1037878000 1.080.000,00( 1.080.000,00( 1.080.000,00) 1.040.000,00)
Belanja Tungangan

5.1.01.01.04.0001 . B 15.649.200,000 15.640.200,00( 1.080.000,00] 1.173.046,00| 2.346.08200 117304600 1.173.046,00( 2346.092,00( 1.000.00000| 1.037878,00 1.080.000,00( 1.080.000,00( 1.080.000,00] 1.0480.000,00|
ungsiongl
Belanja Tunjangan

5.1.01.01.05 Fungsional Umum B.728.116,00 B.728.116,00 T40.000,00 TEA.584,00( 1.577.16800 TEA.584,00 TB8.584.00 1.577.168,00 411.184.00 411.184,00] 41118400 412.127,00] 41157, 411.192,00
ASN
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah

4. PP No.5 Tahun 2024 Tentang Peraturan Gaiji PNS.

J. KELUARAN
Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN target 20 orang/bulan

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tahun 2025

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Analis Keuangan Pusat dan Daerah

D
& /

SUPRIYADI, S.T..M.Ak. PARIDA, S.IP.
NIP=F9780411 200212 1 007 NIP. 19790816 200701 2 008
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tahun Perencanaan
Nama Perangkat daerah

Urusan / Bidang Urusan

Program

Indikator kinerja Program

Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

TAHUN ANGGARAN 2025

2025
Badan Pendapatan Daerah

Unsur Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
70, 69 Poin
Administrasi Keuangan Daerah

Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sub Kegiatan

Target Indikator Sub Kegiatan

ASN
Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan Tugas ASN

penyediaan administrasi

Jumlah Laporan Keuangan
bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi  Penyusunan  Laporan  Keuangan

Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis
realisasi anggaran

20 Orang/bulan
1 Laporan

2 Laporan

1 Dokumen

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan

Pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan
atau kegagalan kinerja organisasi. Salah satu hal yang mendukung ketersediaan
data capaian kinerja organisasi perangkat daerah adalah pelaporan keuangan akhir
tahun yang menyajikan realisasi anggaran dan besaran efisiensi penggunaan
sumber daya keuangan. Oleh karena itu diperlukan kegiatan penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun yang bertujuan menyajikan data capaian keuangan yang

Tujuan dari kegiatan ini adalah Menyediakan Laporan keuangan akhir tahun

A. LATAR BELAKANG
akurat dan akuntabel

B. TUJUAN

C. DASAR HUKUM

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Lampung Barat;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
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3.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah

D. SASARAN
Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 bulan

dari Bulan Januari — Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

No Uraian TAHUN 2025

Jan Feb Mar | Apr | Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

1 Rapat TIM N
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

2 Bimbingan N
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

4 Pelaksanaan v
Sub
kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana
program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

I —
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Anggaran 2025 meliputi:
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

WAKTU PELAKSANAAN
KODE REKENING URAIAN ANGORRAN
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL BELANJA
Sub Kegiatanan Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.450.000 -
5(1(02(01]|01 0024 Belanja 1.250.000 1.250.000

Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Alat Tulis Kantor

5(1]102|01]01 0025 Belanja 1.200.000 1.200.000
Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Kertas dan Cover

5(1(02(01]|01 0029 Belanja
Alat/Bahan untuk | 1.000.000 1.000.000
Kegiatan Kantor-
Bahan Komputer
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN
Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD target 1 laporan

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
tahun 2025

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Analis Keuangan Pusat dan Daerah

& /

~
< 4”P~o 5% 55/
SUPRIYADI, S.T.,M.Ak. PARIDA, S.IP.
NIP=F9780411 200212 1 007 NIP. 19790816 200701 2 008

I —
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BULANAN TRIWULAN SEMESTERAN SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tahun Perencanaan
Nama Perangkat daerah

Urusan / Bidang Urusan

Program

Indikator kinerja Program

Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

TAHUN ANGGARAN 2025

2025
Badan Pendapatan Daerah

Unsur Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

70, 69 Poin

Administrasi Keuangan Daerah

Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sub Kegiatan

Target Indikator Sub Kegiatan

ASN
Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan Tugas ASN

penyediaan administrasi

Jumlah Laporan Keuangan
bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi  Penyusunan  Laporan  Keuangan

Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis
realisasi anggaran

20 Orang/bulan
1 Laporan

2 Laporan

1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan Triwulan Semesteran SKPD
2 Laporan

Pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan
atau kegagalan kinerja organisasi. Salah satu hal yang mendukung ketersediaan
data capaian kinerja organisasi perangkat daerah adalah pelaporan keuangan akhir
tahun yang menyajikan realisasi anggaran dan besaran efisiensi penggunaan
sumber daya keuangan. Oleh karena itu diperlukan kegiatan Koordinasi dan
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang
bertujuan menyajikan data capaian keuangan yang akurat dan akuntabel.

adalah  Menyediakan  Laporan
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tepat waktu dan akuntabel

keuangan

A. LATAR BELAKANG
Penyusunan
B. TUJUAN
Tujuan dari  kegiatan ini
C. DASAR HUKUM

1.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
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3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

4.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil.

D. SASARAN
Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 bulan dari Bulan Januari — Desember
2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan BulananTriwulan Semesteran SKPD

No Uraian TAHUN 2025

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov

Des

1 Rapat TIM N
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

2 Bimbingan N
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

4 Pelaksanaan N
Sub
Kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana
program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

I —
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulan Semesteran SKPD meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD

oAGU WAKTU PELAKSANAAN
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN | ;\N | FEB | MAR | APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16

TOTAL BELANJA

Sub Kegiatanan Koordinasi dan Penyusunan | 2.815.000
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/
Semesteran SKPD

5 1102|0101 0024 Belanja 1.000.000
Alat/Bahan untuk | 1.000.000 -
Kegiatan Kantor-
ATK

5 1102|0101 0025 Belanja 815.000
Alat/Bahan untuk | 815.000
Kegiatan Kantor-
Kertas dan Cover

5 1102|0101 0029 Belanja 1.000.000
Alat/Bahan untuk | 1.000.000
Kegiatan Kantor-
Bahan Komputer
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah

J. KELUARAN
Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran KPD dan Laporan

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ Semesteran
SKPD

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tahun 2025.

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Analis Keuangan Pusat dan Daerah

& /

X //

SUPRIYADI, S.T..M.Ak. PARIDA, S.IP.
NIP=F9780411 200212 1 007 NIP. 19790816 200701 2 008
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan
Nama Perangkat Daerah
Urusan / Bidang Urusan

Program

Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sub Kegiatan
Indikator kinerja sub Kegiatan

Target Indikator Kinerja Sub
Kegiatan

2025
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP OPD
70, 69 Poin
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaiji dan Tunjangan
ASN

Jumlah Laporan Keuangan
bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi  Penyusunan  Laporan
Keuangan  Bulanan/Triwulanan/  Semesteran
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah  Dokumen Pelaporan dan analisis
prognosis realisasi anggaran

20 orang/bulan
1 Laporan

2 Laporan

1 Dokumen

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis
prognosis realisasi anggaran

1 dokumen

A. LATAR BELAKANG
Pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah merupakan tolok ukur
keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi. Salah satu hal yang mendukung
ketersediaan data capaian kinerja organisasi perangkat daerah adalah pelaporan
keuangan akhir tahun yang menyajikan realisasi anggaran dan besaran efisiensi
penggunaan sumber daya keuangan. Oleh karena itu diperlukan kegiatan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang bertujuan

menyajikan data capaian keuangan yang akurat dan akuntabel.
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B. TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah Menyediakan Laporan Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran .

C. DASAR HUKUM

1.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

4.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil.

D. SASARAN
Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 bulan dari Bulan Januari — Desember
2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran

No Uraian TAHUN 2025

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

1 Rapat TIM v
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

2 Bimbingan N
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

4 Pelaksanaan N
Sub
Kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana
program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatanan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

WAKTU PELAKSANAAN
REKENING URAIAN ANGORRAN
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL BELANJA
Sub Kegiatanan Penyusunan Pelaporan dan Analisis 2.475.000
Prognosis Realisasi Anggaran
5 1102|0101 ]| 0024 | Belanja 500.000 500.000
Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
ATK
5 1102|0101 ]| 0025 | Belanja 975.000 975.000
Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Kertas dan Cover
5 1102|0101 ]| 0029 | Belanja 1.000.000
Alat/Bahan untuk | 1.000.000
Kegiatan Kantor-
Bahan Komputer
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN
Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan

Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi
anggaran tahun 2025.

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Analis Keuangan Pusat dan Daerah

&) /

h?“’\\“' T, //
SUPRIYADI, S.T.,M.Ak. PARIDA, S.IP.
NIP=#9780411 200212 1 007 NIP. 19790816 200701 2 008

Kerangka Acuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Lampung Barat TA 2025 Page 4



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan

Nama Perangkat Daerah
Urusan / Bidang Urusan

Program

Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan
Sub kegiatan

Indikator Kinerja Sub kegiatan

2025

Badan Pendapatan Daerah
Unsur Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
70, 69 Poin
Administrasi Keuangan Daerah

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD
1 Laporan

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Daerah

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik

Daerah pda SKPD
Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan 1 Laporan

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas
Pemerintah Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna, kepada para pejabat
dan aparat Pemerintah Daerah perlu diberikan sarana dan prasarana kerja.
Sehingga diperlukan sebuah perencanaan pengadaan barang milik daerah yang
akan digunakan sebagai acuan pengadaan barang oleh OPD.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Menyediakan acuan penyusunan anggaran
pengadaan barang milik daerah

C. DASAR HUKUM
1.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
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3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penataan Usahaan Barang Milik
Daerah

No Uraian TAHUN 2025

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov

Des

Rapat TIM v
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Penyusunan v
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pelaksanaan v
Sub
Kegiatan

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana
program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

|
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatanan Penataan Usahaan Barang Milik Daerah Meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Penataan Usahaan Barang Milik Daerah

WAKTU PELAKSANAAN
REKENING URAIAN ANGORRAN
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL BELANJA
Sub Kegiatanan Penataan Usahaan Barang | 4-402.000
Milik Daerah
5 1 02 | 01 | 01 0024 | Belanja 3.207.000 3.207.000
Alat/Bahan untuk - -
Kegiatan Kantor-
ATK
5 1 02 | 01 | O1 0025 | Belanja 695.000 695.000
Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Kertas dan Cover
5 1 02 | 01 | 01 0029 | Belanja 500.000
Alat/Bahan untuk | 500.000
Kegiatan Kantor-
Bahan Komputer
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
pw KASUR,
S 2
S, )
= =
*\s </ = .
3\, \& \»@ Q_v:/ <'/ —
DAY ,
SUPRIYADI, S.T..M.Ak. KURNIANINGSIH, S.Ag.
NIP: 30411 200212 1 007 NIP. 19710808 200701 2 004

\
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan 2025

Nama Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah

Urusan / Bidang Urusan Unsur Penunjang/Keuangan

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Target Indikator Kinerja Program 70, 69 Poin

Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan
Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Target Indikator Kinerja Kegiatan 12 Laporan

Sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Indikator Kinerja Sub kegiatan Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Target Indikator Kinerja Subkegiatan 12 Laporan

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari
sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001). Tujuan
PAD yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah pasal 3 yaitu memberikan kewenangan kepada Pemerintah
Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai
perwujudan desentralisasi. Jadi, semakin tinggi penerimaan PAD yang diperoleh
oleh daerah maka akan semakintinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan
desentralisasi karena PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang
penting bagi Daerah.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah
Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi
daerah sebagai perujudan desentralisasi pendapatan daerah.

C. DASAR HUKUM

1.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
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3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

4.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil.

SASARAN
Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Janauri — Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Daerah

No Uraian TAHUN 2025

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov

Des

Rapat TIM N
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Penyusunan N
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pelaksanaan N N N N N v N N N N \/
Sub
kegiatan

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kab. Lampung Barat

. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Masyarakat Kab. Lampung Barat.

|
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Daerah

Semester | Samester ||
Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini Tatal RAK Triwulan | Triwulan I Triwulan 11 Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agusius September Oktobar Movember | Desembar

5.1 BELANJA OPERASI 29.485.000,00( 20.485.000,00| 2.167.500,00| 2.167.500,00( T50.000,00| 1.417.500,00 8.290.000,00| 2.167.500,00| T50.000,00( 2.167.500,00 0,00( 8.100.000,00| 1.417.500,00 0,00
Belanja Barang dan

5.1.02 3 29.485.000,00( 20.485.000,00| 2.167.500,00| 2.167.500,00( T50.000,00| 1.417.500,00 8.290.000,00| 2.167.500,00| T50.000,00( 2.167.500,00 0,00( 8.100.000,00| 1.417.500,00 0,00

asa

5.1.02.01 Belanja Barang 29.485.000,00( 20.485.000,00| 2.167.500,00| 2.167.500,00( T50.000,00| 1.417.500,00 8.290.000,00| 2.167.500,00| T50.000,00( 2.167.500,00 0,00( 8.100.000,00| 1.417.500,00 0,00
Belanja Barang Pakai

5.1.02.01.1 ok 29.485.000,00( 20.485.000,00| 2.167.500,00| 2.167.500,00( T50.000,00| 1.417.500,00| B.290.000,00| 2.167.500,00| T50.000,00( 2.167.500,00 0,00( 8.100.000,00| 1.417.500,00 0,00

abis

Balanja Alat'Bahan

5.1.02.01.01.0024 |untuk Kegiatan Kantor- 12.920.000,00( 12.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 6.8090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030.000,00 0,00 0,00
Alat Tulis Kantor
Belanja AlatBahan

5.1.02.01.01.0025 |untuk Kegiatan Kantor- 1.560.000,00) 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| G650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.000,00 0,00 0,00
Kertas dan Cover
Bealanja Alat'Bahan

5.1.02.01.01.0029 |untuk Kegiatan Kantor- 6.500.000,00) 6.500.000,00| 750.000,00( 750.000,000 750.000,00 0,00 750.000,00) T50.000,00( 750.000,00 750.000,00 0.,00( 1.250.000,00 0,00 0,00
Bahan Komputer
Belanja Makanan dan

5.1.02.01.01.0052| 8.505.000,00) B8.505.000,00| 1.417.500,00| 1.417.500,00 0,00( 1.417.500,00 0,00 1.417.500,00 0,00( 1.417.500,00 0,00 0,00 1.417.500,00 0,00
Minuman Rapat
Belanja Perjalanan

5.1.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Dinas
Belanja Perjalanan

5.1.02.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
Dinas Dalam Megeri
Bealanja Perjalanan

5.1.02.04.01.0003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Dalam Kota
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

p KABUR,
22NN
= —
“\o I/ e -
N 704"',0 v»f\@ < Q/ B

NDA v/ |
SUPRIYADI, S.T..M.Ak. KURNIANINGSIH, S.Ag.
NIP=¥9780411 200212 1 007 NIP. 19710808 200701 2 004
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
PENGAWAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan 2025

Nama Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah

Urusan / Bidang Urusan Unsur Penunjang/Keuangan

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Target Indikator Kinerja Program 70, 69 Poin

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan

Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Target Indikator Kinerja Kegiatan 1 Dokumen
3 Orang
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan

Tugas dan Fungsi

Indikator Kinerja Sub kegiatan Terlaksananya  Monitoring,  Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai

Target Indikator Kinerja Subkegiatan 1 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, diperlukan sebuah peningkatan
kapasitas dan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.
Peningkatan kompetensi merupakan hal yang niscaya dalam sebuah
manajemen sumber daya manusia, oleh karenanya Bapenda Lampung Barat
merencanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawainya

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Menyediakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah
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SASARAN
Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Janauri — Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian
Kinerja Pengawai

No

Uraian

TAHUN 2025

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Rapat TIM
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pelaksanaan
Sub
Kegiatan

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kab. Lampung Barat

PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda Kab. Lampung Barat.

|
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8. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pengawai:
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pengawai

Semestar | Semester Il
Kode Rekening Uraiamn Anggaran Tahun Ini Total RAK Triwulam | Triwulan 1l Triwulan Il Triwulan IV
Januari Februari Marst April Mei Juni Juli | Agustus September Oktober November Desember
51 BELANJA OPERASI 10.1200000,00 10.120.000,00 1.417.500,00 1.417.500,00( 0,00 1.615.000,00( 0,00 1.417.500,00| 0,00 0,00 1.417.500,00 0,00 1.417.500,00 1.417.500,00
5.1.02 IJ?::.nja Barang dan 10.120.000,00 10.120.000,00 1.417.500,00 1.417.500,00) 0,00 1.615.000,00( 0,00 1.417.500,00| 0,00 0,00 1.417.500,00 0,00 1.417.500,00 1.417.500.00
5.1.02.01 Belanja Barang 10.120.000,00 10.120.000,00 1.417.500,00 1.417.500,00) 0,00 1.615.000,00( 0,00 1.417.500,00| 0,00 0,00 1.417.500,00 0,00 1.417.500,00 1.417.500.00
5.1.02.01.01 Selonje Rorang Pehel 10.120.000,00 10.120.000,00 1.417.500,00 1.417.500,00) 0,00 1.615.000,00( 0,00 1.417.500,00| 0,00 0,00 1.417.500,00 0,00 1.417.500,00 1.417.500.00

Habis

Belanja AlatiBahan
5.1.02.01.01.0024 [untuk Kegiatan Kantor- 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 0,00 T740.000,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alat Tulis Kantor

Belanja AlatiBahan
5.1.02.01.01.0025 [untuk Kegiatan Kantor- 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertas dan Cover

Belanja Alat/Bahan
5.1.02.01.01.0029 |untuk Kegiatan Kantor- 375.000,00 375.000.00 0,00 0,00 000 375.000,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Bahan Komputer

Belanja Makanan dan
5.1.02.01.01.0052 i f— 8.505.000,00 B.505.000,00 1.417.500,00 1.417.500,000 0,00 0,00| 0,00 1.417.500,00| 0,00 0,00 1.417.500,00 0,00 1.417.500,00 1.417 500,00
inuman Rap

JUMLAH ALOKASI KAS YANG

10.120.000,00 10.120.000,00( 1.417.500,00 1.417.500,00f 0,00 1.615.000,00( 0.00| 1.417.500,00( 0,00 000| 1.417.500,00 0,00 1.417.500,00| 1.417.500,00
TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG
TERSEDIA DARI BELANJA PER 10.120.000,00 10.120.000,00 2.835.000,00 3.032.500,00 1.417.500,00 2.835.000,00
TRIWULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG
TERSEDIA DARI BELANJA PER 10.120.000,00 10.120.000,00 5.867.500,00 4.252.500,00

SEMESTE
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9. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah

Tingkat [l Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan

evaluasi pembangunan daerah.

10. KELUARAN

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

11. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.

Mengetahui,
Sekretariat

v &
PENDAYS /

SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.

NIP=F9780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

<'/ e

KURNIANINGSIH, S.Ag.
NIP. 19710808 200701 2 004

\
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan 2025

Nama Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah

Urusan / Bidang Urusan Unsur Penunjang/Keuangan

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Target Indikator Kinerja Program 70, 69 Poin

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan

Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Target Indikator Kinerja Kegiatan 1 Dokumen
3 Orang
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan

Tugas dan Fungsi

Indikator Kinerja Sub kegiatan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Target Indikator Kinerja Subkegiatan 3 Orang

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, diperlukan sebuah peningkatan
kapasitas dan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.
Peningkatan kompetensi merupakan hal yang niscaya dalam sebuah
manajemen sumber daya manusia, oleh karenanya Bapenda Lampung Barat
merencanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawainya

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Menyediakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

C. DASAR HUKUM

1.

2,

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah.
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4. SASARAN
Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

5. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Janauri — Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No Uraian TAHUN 2025

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov

Des

1 Rapat TIM N
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

2 Bimbingan N
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

4 Pelaksanaan N
Sub
Kegiatan

6. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan di Luar Kab. Lampung Barat

7. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda Kab. Lampung Barat.

|
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8. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi :

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

PAGU WAKTU PELAKSANAAN
REKENING URAIAN ANGGARA
N JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL BELANJA
Sub Kegiatanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | 19.250.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
511102 02| 01| 0011 | Honorarium 15.000.000
Penyelenggaraan
Kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan 4.250.000
Dinas
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9. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah.

10. KELUARAN
Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

11. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi
Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2
\)
e .
~ . < / b
< PENDBV}:\“ ‘.3:/ < (
SUPRIYADI, S.T..M.Ak. KURNIANINGSIH, S.Aq.
NIP=%5780411 200212 1 007 NIP. 19710808 200701 2 004

\
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan

Nama Perangkat Daerah
Urusan / Bidang Urusan

Program

Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sub kegiatan

Indikator Kinerja Sub kegiatan

Target Indikator Kinerja Subkegiatan

A. LATAR BELAKANG

2025

Badan Pendapatan Daerah
Unsur Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
70, 69 Poin
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan
yang disediakan

Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan yang disediakan

Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

Jumlah  Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 paket
1 paket
4 Dokumen
12 Laporan
12 Laporan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen instalasi
listrik/penerangan  Bangunan Kantor yang
disediakan

1 Paket

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik merupakan kebutuhan yang harus

dipenuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan

pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.
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B. TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah ini adalah Menyediakan Komponen Instalasi
Listrik Penerangan Bangunan Kantor

C. DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten

1.

Daerah Tingkat || Lampung Barat;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

4. SASARAN

5. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2025

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Penerangan Bangunan Kantor

No

Uraian

TAHUN 2025

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Rapat TIM
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pelaksanaan
Sub
Kegiatan

6. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana

Kerangka Acuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Lampung Barat TA 2025

program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
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8. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

PAGU WAKTU PELAKSANAAN
REKENING URAIAN ANGGARA
N JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT | NOP DES
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL BELANJA

Sub Kegiatanan Penyediaan Komponen Instalasi | 1.575.000
Listrik Penerangan Bangunan Kantor
5 1102 |01 01 0031 | Belanja 1.575.000 1.575.000

Alat/Bahan untuk - -

Kegiatan Kantor-

Alat listrik

Page 3
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9. DATA DUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah

Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan

evaluasi pembangunan daerah.

10. KELUARAN

Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

11. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan

Kantor.

Mengetahui,
Sekretariat

=
.
S/ <
N

%/ &

PENDAYY ©

SUPRIYADI, S.T.,M.AK.

NIP=F9780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Q//

KURNIANINGSIH, S.Aq.
NIP. 19710808 200701 2 004

\
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah
Urusan / Bidang Urusan

Program

Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sub kegiatan

Indikator Kinerja Sub kegiatan

Target Indikator Kinerja Subkegiatan

A. Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah
Unsur Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
70, 69 Poin
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan
yang disediakan

Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan yang disediakan

Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

Jumlah  Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 paket

1 paket

4 Dokumen

12 Laporan

12 Laporan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan
yang disediakan

1 Paket

Pelaksanaan tugas pelayanan dan administrasi perkantoran merupakan unsur
penunjang yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Penyediaan
Barang cetakan dan penggandaan merupakan kegiatan yang menyediakan
bahan cetak dan juga penggandaan administrasi perkantoran.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah ini adalah Menyediakan Penyediaan Barang

Cetakan dan penggandaan.
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C. DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten

Daerah Tingkat Il Lampung Barat;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

1.

2.

3.

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

D. SASARAN

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan
penggandaan

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

Penyediaan Barang Cetakan dan

No

Uraian

TAHUN 2025

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Rapat TIM
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pelaksanaan
Sub

kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana
program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Kerangka Acuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Lampung Barat TA 2025
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatanan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

WAKTU PELAKSANAAN
REKENING URAIAN ANGOARAN
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL BELANJA
Sub Kegiatanan Penyediaan Barang Cetakan dan | 19.030.600
penggandaan
51102 01 01 0024 | Belanja
Alat/Bahan 13.855.600 1.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 .355.000 1.000.000
untuk Kegiatan -
Kantor-ATK
51102 01 01 0025 | Belanja
Alat/Bahan 5.175.000 2.000.000 2.000.000 1.175.000
untuk keg
Kantor-bahan
Cetak

__
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. DATA DUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN
Jumlah Penyediaan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2

\)

e )

y *Q < / -
< PENDBV}:\“ ‘.3:/ < (
SUPRIYADI, S.T..M.Ak. KURNIANINGSIH, S.Aq.

NIP=%5780411 200212 1 007 NIP. 19710808 200701 2 004

\
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah

Urusan / Bidang Urusan Unsur Penunjang/Keuangan

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Target Indikator Kinerja Program 70, 69 Poin

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan
yang disediakan

Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan yang disediakan

Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

Jumlah  Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target Indikator Kinerja Kegiatan 1 paket
1 paket
4 Dokumen
12 Laporan
12 Laporan

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan dan
Perundang-Undangan

Indikator Kinerja Sub kegiatan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan yang disediakan

Target Indikator Kinerja Subkegiatan 4 Dokumen

A. Latar Belakang

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan merupakan
kebutuhan yang harus dipanuhi setiap organisasi untuk mendukung peningkatan
kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan organisasi.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Menyediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
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C. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

D. SASARAN
Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan

No Uraian TAHUN 2025

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov

Des

1 Rapat TIM v
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

2 Bimbingan N
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

4 Pelaksanaan v N N N N v N N N N N
Sub
Kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana
program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

|
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatanan Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Meliputi :

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

WAKTU PELAKSANAAN

REKENING URAIAN ANZ’éﬁg AN
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
7 2 3 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TOTAL BELANJA

Sub Kegiatanan Penyediaan Bahan | 7-860.000
Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

5110202 01| 0062 | Belanja
Langganan | 7.860.000 655.000 655.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 655.000 655.000 655.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 655.000
Jurnalis
/Surat
Kabar
/Majalah
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat [l Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN
Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang
disediakan

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

¢ -
.~ . KURNIANINGSIH, S.Ag.
NIP=#9780411 200212 1 007 NIP. 19710808 200701 2 004

\

I —
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah
Urusan / Bidang Urusan

Program

Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sub kegiatan
Indikator Kinerja Sub kegiatan
Target Indikator Kinerja Sub kegiatan

A. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah
Unsur Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
70, 69 Poin
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan
yang disediakan

Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan yang disediakan

Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

Jumlah  Laporan Penyelenggaraan  Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 paket

1 paket

4 Dokumen

12 Laporan

12 Laporan

Fasilitas Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
12 Laporan

Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu merupakan penunjang pelayanan
administrasi perkantoran dalm rangka peningkatan kualitas pelayanan dan

pencapaian tujuan organisasi.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah ini adalah Menyediakan Fasilitasi Kunjungan

Tamu.
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C. DASAR HUKUM

1.

2.

3.

Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

Daerah;

Daerah;

D. SASARAN
Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Fasilitas Kunjungan Tamu

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

No

Uraian

TAHUN 2025

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun Jul Ags Sept

Okt

Nov

Des

Rapat TIM
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pelaksanaan
Sub
Kegiatan

Monitoring
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Sub
Kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana

program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatanan Fasilitas Kunjungan Tamu Meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Fasilitas Kunjungan Tamu

Semester | Samaster Il
Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun bni Total RAK Triwulan | Trawulan |1 Triwudan [l Triwndan IV
Januari Febniar: Mared April Whai Juni Jul Agustus | Sepiember | Okiober | Movember | Desember
5.1 BELANJA OPERASI 11.0508.000,00) 11.050.000,00( 1.032.00000( 1.032.000,00) 887.000,00| S87.000,00( BET.000.000 1.01Z.000,00) BET.000,00( BET.000,00| BET.000,00) BET.000,00( BAT.O00.00( BET.00Q,00
Belanja Barang dan
5.1.02 P 11.0508.000,00) 11.050.000,00( 1.032.00000( 1.032.000,00) 887.000,00| S87.000,00( BET.000.000 1.01Z.000,00) BET.000,00( BET.000,00| BET.000,00) BET.000,00( BAT.O00.00( BET.00Q,00
asa
5.1.02.m Belanja Barang 11.0508.000,00) 11.050.000,00( 1.032.00000( 1.032.000,00) 887.000,00| S87.000,00( BET.000.000 1.01Z.000,00) BET.000,00( BET.000,00| BET.000,00) BET.000,00( BAT.O00.00( BET.00Q,00
Belanja Barang Pakai
5.1.02.01.0 Shubi 11.0508.000,00) 11.050.000,00( 1.032.00000( 1.032.000,00) 887.000,00| S87.000,00( BET.000.000 1.01Z.000,00) BET.000,00( BET.000,00| BET.000,00) BET.000,00( BAT.O00.00( BET.00Q,00
ahis
Balanja Matura dan - -
5.1.02.01.01.0043 Pakan-al 6.190.000,001 6.190.000,00( 627.000.00( G27.000,00) 482.00000| 462.000,00( 482000000 GO7OD000) 4B2.000,00( 4B2.000,00| 48200000 482.000,00| 482.000.00( 48200000
‘akan-Matura
Balanja Makanan dan _ _
5.1.02.01.01.0053( ,_ 4.860.000,00 486000000( 40500000 405.000,00) 405.000,00| 405.000,00( 405000000 405000000 405.000,00( 405.000,00| 405.000,00| 405.000,00| 405.000.00( 405.000,00
Minuman Jamuan Tamu
JUMLAH ALOKASI KAS YANG
a PER BULAN 11.050.000,00( 11.050.000,00| 1.032.000,00) 1.032.000,00( BE7.000,00( B87.000,00( BET.000.00( 1.012.000.00 B27.000,00( S87.000,00( BET.000,00( B87.000,00| BAT.000.00| BET.0OO00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG
TERSEDIA DARI BELAMJA PER 11.050.000,00) 11.050.000,00/ 2.951.000,00 2.TB6.000,00 2.661.000,00 2.661.000,00
TRIWULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG
TERSEDIA DARI BELAMJA PER 11.050.000,00) 11.050.000,00/ 5.737.000,00 5.322.000,00
SEMESTE
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. DATA DUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi
pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2
\D)
- i .
~ -
< & -
YADI, S.T.,M.Ak. KURNIANINGSIH, S.Aq.
NIP=39780411 200212 1 007 NIP. 19710808 200701 2 004

\

Kerangka Acuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Lampung Barat TA 2025 Page 4



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah
Urusan / Bidang Urusan

Program

Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sub kegiatan
Indikator Kinerja Sub kegiatan

Target Indikator Kinerja Sub kegiatan

A. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah
Unsur Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
70, 69 Poin
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan
yang disediakan

Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan yang disediakan

Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

Jumlah  Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 paket
1 paket
4 Dokumen
12 Laporan
12 Laporan

Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah  Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12 Laporan

Pencapaian tujuan organisasi memerlukan berbagai upaya dan strategi baik
yang sifatnya teknis maupun yang sifatnya nonteknis (strategis). Dalam upaya
pencapaian tujuan tersebut diperlukan koordinasi yang melibatkan berbagai
unsur, baik internal maupun eksternal organisasi. Oleh karenanya perlu sebuah
kegiatan yang bisa mengakomodir proses ini, yakni sebuah kegiatan
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
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B. TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD.

C. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

D. SASARAN
Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Penyediaan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

No Uraian TAHUN 2025

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov

Des

1 Rapat TIM N
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

2 Bimbingan v
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

4 Pelaksanaan N N N N N N N N N N N
Sub
Kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana
program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatanan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Semaster | Samester I
Hiode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini Total RAK Triwaslan | Trwulan Il Triwulan |11 Trimeuslan [V
Januari Februari Marst Agpril e Juni Juk Agustus Septembser Oikbober Movember | Desember
5.1 BELAMJA OPERASI 143.903.500,00( 143.903.600,00( 0,00| 20.402.200,00( 14.150.000,00( 17.000.000,00 | 10.985.000,00) 5.414.600,00|0,00( 3.400.000,00) 12.750.000,00| 46.612.000,00( 13.190.000,00 0,00
Belanja Barang dan
5.1.02 F 143.903.800,00( 143.003.800,00( 0,00| 20.402.200,00( 14.150.000,00( 17.000.000,00 | 10.985.000,00) 5.414.600,00|0,00( 2.400.000,00) 12.750.000,00| 46.612.000,00( 12.190.000,00 0,00
ELE]
5.1.02.01 Belanja Barang 21.088.800,00( 21.088.200,00( 0,00| 2.462.200.00 0.00 0.00( 5.705.000,00| 5.414.600,00|0,00( 3.400.000,00 0,00( 4.017.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Pakai
5.1.02.01.01 ‘abi 21.088.800,00( 21.088.800,00( 0,00| 246220000 0.00 0.00( 5.705.000,00| 5.414.600,00|0,00( 3.400.000,00 0,00 4.017.000,00 0,00 0,00
abis
Balanja Alat/Bahan
5.1.02.01.01.0024 [untuk Kegiatan Kantor- 8.133.B00,00| 8.133.600,00( 0,00| 246220000 0.00 0.00 0,00| 2.489.,600,00(0,00 0,00 0,00( 3.182.000,00 0,00 0,00
Alat Tulis Kantor
Balanja Alat/Bahan
5.1.02.01.01.0025 [untuk Kegiatan Kantor- 2.580.000,00| 2.580.000,00( 0,00 0.00 0.00 0.00| 2.520.000,00 0,00|0,00 0,00 0,00 60.000.00 0.00 0,00
Kertas dan Cover
Belanja Alat/Bahan
5.1.02.01.01.0028 [untuk Kegiatan Kantor- 10.375.000,00| 10.375.000,00f 0,00 0.00 0.00 0.00| 3.275.000,00| 2:925.000,00/0,00{ 3.400.000,00 0,00 T75.000.00 0.00 0,00
Bahan Komputer
Belanja Perjalanan
5.1.02.04 o 122.815.000,00( 122.815.000,00( 0,00] 17.940.000.00( 14.150.000,00( 17.000.000,00| 5.190.000,00 0,00|0,00 0,00 12.750.000,00( 42.595.000.00] 13.190.000,00 0,00
inas
Belanja Perjalanan
5.1.02.04.01 . . 122.815.000,00( 122.815.000,00( 0,00] 17.940.000.00( 14.150.000,00( 17.000.000,00| 5.190.000,00 0,00|0,00 0,00 12.750.000,00| 42.595.000.00] 13.190.000,00 0,00
Dinas Dalam Megeri
N Belanja Perjalanan _ N
5.1.02.04.01.0001 s B 106.380.000,00( 106.380.000,00( 0,00| 12.750.000.00( 10.520.000,00| 17.000.000.00 0,00 0,00|0,00 0,00( 12.750.000,00( 40.000.000.00] 13.190.0:00,00 0,00
inas Biasa
N Belanja Perjalanan _ o
5.1.02.04.01.0003 Cinas Dalam ot 16.435.000,00| 16.435.000,001 000 5190.000.00) 3.460.000.00 0.00( 5.190.000,00 0,00|0,00 0,00 0,00 2.595.000,00 0.00 0,00
inas Dalam Ko
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. DATA DUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah;

J. KELUARAN
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi

pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

. 5' ( P
S SUPRIYADI, S.T..M.Ak. KURNIANINGSIH, S.Ag.
NIP=#9780411 200212 1 007 NIP. 19710808 200701 2 004
\

e
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah

Urusan / Bidang Urusan Unsur Penunjang/Keuangan

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Target Indikator Kinerja Program 70, 69 Poin

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan

Target Indikator Kinerja Kegiatan 12 Unit

Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja Sub kegiatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya
yang disediakan

Target Indikator Kinerja 5 Unit

Subkegiatan

A. LATAR BELAKANG
Pelaksanaan tugas pengadaan Barang Milik Daerah merupakan unsur
penunjang yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Pengadaan
Mebel merupakan kegiatan yang menyediakan kelengkapan dan menunjang
kelancaran kinerja pegawai.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah ini adalah Menyediakan Peralatan mesin dan
lainnya

C. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
3. eraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

D. SASARAN
Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda
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E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadan Mesin dan Lainnya

No

Uraian

TAHUN 2025

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Rapat TIM
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pelaksanaan
Sub
Kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana
program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatanan Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya Meliputi :

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya

Semester | Semester |l
Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini Total RAK Triwulan | Triveulan 1l Triveulan I Triwulan IV
Januari Februar Maret | April | Mei | Juni | Juli Agustus September Oktober MNovember Desember

3.2 BELANJA MODAL 52.100.000,00 92.100.000,00 12.500.000,00 74.800.000,00 0,00 o000 000 0,00 000 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal

5.2.02 92.100.000,00 92.100.000,00 12.500.000,00 T4.800.000,00 0,00 o000 000 000 000 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Alat

5.2.02.05 Kantor dan Rumah 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00( o,00| 0,00f 000/ 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00
Tangga
Belanja Modal Alat

5.2.02.05.02 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 o000 000 000 000 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00
Rumah Tangga

5.2.02.05.02.0004 E:"Ta Modal Alat 9,600.000,00 9.600.000,00 0,00 280000000 000 000 000 000| 000 0,00 000|  4.800.000,00 0,00 0,00
ndingin
Belanja Modal Meja

3.2.02.03.03 dan Kursi Kerja/Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pejabat
Belanja Modal Lemari

5.2.02.05.03.0007 ) ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 0,00 000 000| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dan Arsip Pejabat
Belanja Modal Alat

3.2.02.06 Studio, Komunikasi, 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dan Pemancar
Belanja Medal Alat

5.2.02.06.02 o 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00( o,00 0000 000/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Komunikasi
Belanja Modal Alat

5.2.02.06.02.0001 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 000 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Komunikasi Telephone
Belanja Modal

5.2.02.10 K . 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 o000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
omputer
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Belanja Medal

5.2.02.10.01 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Komputer Unit
Belanja Modal Personal
5.2.02.10.01.0002 c ! ©0.000.000,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 000 000| 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
omputer
Belanja Modal
5.2.02.10.01.0003 o 10.000.000,00 10.000.0:00,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00| 0,00 000| 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Komputer Unit Lainnya
I YANG 52.100.000,00 92.100.000,00 12.500. 0o T4.800.000,00 0,00 00| o0 00 00 0, 0,00 4.800.000,00 00 0,00
TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN . S e ’ o 18| RS e ' ’ " ’
JUMLAH ALOKASI KAS YANG
TERSEDIA DARI BELANJA PER 92.100.000,00 92.100.000,00 87.300.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00
TRIWULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG
TERSEDIA DARI BELANJA PER 92.100.000,00 92.100.000,00 87.300.000,00 4.800.000,00
SEMESTE
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. DATA DUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

\)

AN 0,0

</ = -

\?'Q“Q:t// Q/ -
SUPRIYADI, S.T..M.Ak. KURNIANINGSIH, S.Ag.
NIP=39780411 200212 1 007 NIP. 19710808 200701 2 004
\
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA SURAT MENYURAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah
Urusan / Bidang Urusan

Program

Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sub kegiatan
Indikator Kinerja Sub kegiatan

Target Indikator Kinerja Subkegiatan

A. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah
Unsur Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
70, 69 Poin

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik

Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan
umum kantor yang disediakan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat

12 laporan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat merupakan kebutuhan yang harus dipanuhi
setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan
pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari,
khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pencapaian tujuan

organisasi

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten

Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

3. eraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;
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D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada Januari — Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No

Uraian

TAHUN 2025

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Rapat TIM
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pelaksanaan
Sub
Kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana
program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

|
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meliput :

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

PAGU WAKTU PELAKSANAAN
REKENING URAIAN ANGGARA
N JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL BELANJA
Sub Kegiatanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.750.000
5|1 02 01 01 0024 | Belanja 250.000 250.000
Alat/Bahan
untuk
Kegiatan
Kantor ATK
5|1 02 01 01 0027 | Belanja 4.500.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000
Alat/Bahan
untuk
Kegiatan
Kantor —
Benda Pos

__
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah

J. KELUARAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
F Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

<'// —
SUPRIYADI, S.T..M.Ak. KURNIANINYGSIH. S.Aq.
0411 200212 1 007 NIP. 19710808 200701 2 004
\

Kerangka Acuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Lampung Barat TA 2025 Page 4



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah
Urusan / Bidang Urusan
Program

Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sub kegiatan
Indikator Kinerja Sub kegiatan

Target Indikator Kinerja
Subkegiatan

A. Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah
Unsur Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
70, 69 Poin

Penyediaan  Jasa
Pemerintahan Daerah

Jumlah laporan penyediaan jasa surat
menyurat

Penunjang  Urusan

Jumlah Laporan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan
umum kantor yang disediakan

12 Laporan
12 Laporan
12 Laporan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Jumlah Laporan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 laporan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik merupakan unsur
penunjang yang harus dipenuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu

kegiatan dan merupakan pendukung yang penting dalam kelancaran
pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam peningkatan kualitas
pelayanan dan pencapaian tujuan organisasi

B. TUJUAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

D. SASARAN

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada Januari — Desember 2025

Daya Air dan Listrik

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

No

Uraian

TAHUN 2025

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Rapat TIM
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pelaksanaan
Sub
Kegiatan

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana

program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

DARI BELANJA PER SEMESTE

Semester | Semester Il
Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini| Total RAK Triwulan | Triwulan Ii Triwulan I Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agusius September Oktober MNovember | Desember
5.1 BELAMNJA OPERASI 36.185.000,00(36.185.000,00 {4.000.000,00|4.000.000,00 (4.000.000,00(3.500.000,00(3.000.000,00(3.185.000,00( 2.000.000,00|2.000.000,00 (2.000.000,00(2.000.000,00(3.000.000,002.500.000,00
3.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.183.000,00( 36.185.000,00 (4.000.000,00|4.000.000,00 (4.000.000,00(3.500.000,00( 3.000.000,00(3.183.000,00( 2.000.000,00| 2.000.000,00 (2.000.000,00(3.000.000,00( 3.000.000,002.500.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 36.185.000,00(36.185.000,00 {4.000.000,00|4.000.000,00 (4.000.000,00(3.500.000,00(3.000.000,00(3.185.000,00( 2.000.000,00|2.000.000,00 (2.000.000,00(2.000.000,00(3.000.000,002.500.000,00
3.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.183.000,00( 36.185.000,00 {4.000.000,00|4.000.000,00 (4.000.000,00(3.500.000,00(3.000.000,00(3.185.000,00( 2.000.000,00|2.000.000,00 (2.000.000,00(3.000.000,00(3.000.000,002.500.000,00
5.1.02.02.01.0059|Belanja Tagihan Telepon 600.000,00) 600.000,00| S50.000,00) S50.000,00| 50000,00) S50.000,00) 5000000 50.000,000 S50.00000( S50000,00( 50.00000( S50.000,00 50.00000( S0.000,00
5.1.02.02.01.0060|Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5.1.02.02.01.0061 |Belanja Tagihan Listrik 24.000.000,00(24.000.000,00 (3.000.000,00(3.000.000,00 {3.000.000,00(2.500.000,00( 2.000.000,00(2.000.000,00( 1.000.000,00| 1.000.000,00 (1.000.000,00|2.000.000,00|2.000.000,00(1.500.000,00
Belanja
5.1.02.02.01.0063 | Kawat/Faksimili/internet TV 11.585.000,00] 11.585.000,00| 950.000,00) 950.000,00| 930.000,00| 950.000,00| 930.000,00{1.135.000,00| 930.000,00( 930.000,00( 930.000,00( 950.000,00| 950.000,00( 950.000,00
Berlangganan

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA

36.185.000,00( 36.185.000,00 |4.000.000,00|4.000.000,00 (4.000.000,00(3.500.000,00( 3.000.000,00(3.185.000,00( 2.000.000,00| 2.000.000,00 (2.000.000,00|3.000.000,00(3.000.000,00 | 2.500.000,00
DARI BELANJA PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA

36.183.000,00( 36.185.000,00 12.000.000,00 9.685.000,00 6.000.000,00 8.500.000,00
DARI BELANJA PER TRIWULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA

36.183.000,00( 36.185.000,00 21.683.000,00 14.500.000,00
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

<'/’ —
SUPRIYADI, S.T.,M.Ak. KURNIANINVGSIH, S.Aq.
N 0411 200212 1 007 NIP. 19710808 200701 2 004

\
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah
Urusan / Bidang Urusan
Program

Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sub kegiatan
Indikator Kinerja Sub kegiatan

Target Indikator Kinerja
Subkegiatan

A. Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah
Unsur Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
70, 69 Poin

Penyediaan  Jasa
Pemerintahan Daerah

Jumlah laporan penyediaan jasa surat
menyurat

Penunjang  Urusan

Jumlah Laporan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan
umum kantor yang disediakan

12 Laporan
12 Laporan
12 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan
umum kantor yang disediakan

12 laporan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor merupakan unsur penunjang yang
harus dipenuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan
merupakan pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas
sehari-hari, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pencapaian
tujuan organisasi. Kegiatan ini meliputi penyediaan layanan kebersihan kantor,
layanan alat tulis kantor sampai layanan administrasi keuangan yang merupakan
bagian penting dalam proses pelaksanaan tugas — tugas rutin organisasi.

B. TUJUAN

Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten

Daerah Tingkat Il Lampung Barat;
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2.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

D. SASARAN

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada Januari — Desember 2025

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

No

Uraian

TAHUN 2025

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun Jul Ags Sept Okt Nov

Des

Rapat TIM
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pelaksanaan
Kegiatan

Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana
program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

|
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor

Emmester | Eemester ||
Anggaran Tahun
Kode Rekening Liraian i Total RAK Trivweslam | Triwealan i Trrwulan | Triveslam I
n
Jaran Februan | Wiaret aprl M Junl hal | Agustus Septemiber Dictober povember | Dessmber

a1 BELAKIA OPFERASI T 041, 303 000 | TH. D1 530, Dol | 3.4-30 0340, 3 l.d-ﬂﬂ.ﬂ]ﬂ,dd-l B 430 000 340| 19 T3, 003, 00| 10,430 0340, 03 | 15812 300,040 uED.DDD.IJIJlI:.IE}.DN.DD 1. 453. 003, 00| 3. 033 003,00 | 3. B30 (30, D3 | 3. E3D . D30, =3
Baiank Barang dan

51z T3.041. 303 00 | TH. D41 330, D63 | 3.4-30.030, 3 | 2 430500 B 430000 30| 13. 723003, 00| 10.430.030, 03 | 15812 300 30 4 050.000.00]&. 453 003, 00| 1. 453 003, 00 | 3. 033,003, DD | 3. B30 (30, D3 | 3. B30 D30, [
Jasa

ER R Belanja Barang 34,241,303 00 | 34.241. 300,03 0,3 I:I.lH-I I:l.ﬂll T.2T3.003,00| 7.0040.0:00, 03| 12 302 300040 MDMMH'].DN.DN.DD 3,00 |4.0:33.0 03,00 0,03 0,0
Belanja Barang Pakal “j

S0z 0104 . B4 2. 303 00 | 34 241 300, e 0, i1} 0,00] T.ZT3.000,00| T.030.000,08|12302 300,00 | GDOODD.00]T. 003003, 00 3,004 e13. 0, DD 0,00 0,0

]

Beanja MalBahan

3102 01 00024 | uniuk Kegiian Hanior- 2327 . 300.00| 8.327. 300,00 0, 0,0 0,00 0,00| 3.000.000,00| 3337 300,00 0.oa [l 0,00 0,00 0,0 o, 0
Sbal Tulks Eantor
Beanja MalBahan

3102 01 00025 | uniuk Kegiian Hamior- S.035000.00] 50038000, 00 0,0 TEE 0,00 0,00 0,00)] 5035 00000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,0
Eeras dan Coseer
Bedanja MalBanan
urrhuk Hegatan Kanior-

3102 01 0 D028 | Persedaan B0 D00 00 CEIRLE TR 0,03 [HEE 0,00 0,00 0,05 000| o600 00000 LEN i 0,00 0,00 0,00 0,0
Daloamend Administras
Tenadier
Beianja MalBahar

3102 01 0710028 | untuk Kegiian Hamior- (R ER RN R R e TR E TR 0,03 [HEE 0,00] 4.000.000,00] &4.000.000,00)] 4 000 00000 D00 3. DiD0. 00D, 0D 0, 060 | 4. D000, 00 0,00 0,0
Bahan Kompuier
Befanja Al Bahan

5102 01 00030 | uniuk Kegian Hamior- 2005000, 00|  2.008.000, 00 0,0 0,00 0.,00) 200 000, 0D 0,00 000 oo 000 0,00 0,00 0,00 0,0
Pembol Kamor

3102 01 010038 | Sslanja Al LFEahan 1.270.000.00)] 4 _ZF0.000, D 0,0 0,0 0,00) 1270000, 00 0,0 il 0.oa 000 0,00 0,00 0,0 0,0
uniuk Kegiatan Hanior-
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Abab/Bahar unfuk
Eepiatan Kanior

Lainnya

510202 |B-e|-:lnj.1 Jasa 41,803,003 00|43, B30 030, 03| 3430000, 3 lﬂﬂ.ﬂ]ﬂ.ﬂd-l ldﬂﬂ.mﬂ]l 1.450.000,00| 3.430.030,03| 343030030 ].lSD.I]DD.I]I]l].I!H-.D[II-.D[l 1.453.00:3,00| 3.033.003,00 )| 3. B30 0340, <3 | 3. B3 (3, 3
L1002 |B-e|lnji Jasa Kanflor £1.500.000,00 | 43,500,000, 0 | 3.4:30.000,00 | 3. 430.500,00| 14mmm| 1.450.003,00| 3.430.000,03]| 343000030 ].ISD.EDD.I]D'].I?I-.EN.ED 1.453.003,00| 1.0 30.003,00) 3. B30, 0340, 53 | 3.EH). (4, 53

Belanja Jasa Tenaga

31,02 02 0 D028 - " 1353 D000 D060 00 | 91 /000 000 O | 4 /24000 /D600 D60 |1 J300.000,0404 1300 000.00]  1.500.000,00] 4.500.000,00] 1 50000000 |1 500 00000 1. 500 0080, 00| 1. 500, 000, 00 | 1.5000000,00 | 4. 500,000, 00 | 1. 500,000, D0
EFanan Limm

Belanja Honornum

51,02 02 Ol D030 | Penanggung) awaban =3 300, 00000 | 23500 000,00 | 1520000 00| 1 550.000,00( 1530 000.00] 1.950.000,00| 1.530.000,00] 1.930.000.00 |1_.550.000.00( 1.950. 000, 00| 1. 550, 003, 00 | 3. 530.0000,00 | 2. 330 000,00 | 2. 330,000, D0
Pengeicly Hauangan

HAS TE.041. 300,00 | TH. 041 300, De3 | 3430, 000, e | 2 E4300000.30] 10729, 000, 00 | 10,430,030, 03| 15812 300,00 4 03000000 8. 453, 003, 00| 3. 453, 003, 00| 90030, 000,00 3. B30, D30, [ | 3. B3 M), =}

TEREZEDIA DARI BELAMJA FER TE.041. 300,00 | 7H. 041 ), =} TLFI000.30 3699130090 13.950.003, 00 6. 73000, Y
TRIULAN

JUMLAH ALOHASI KAS TANG
TERZEDIA DARI BELAMJA PER TE.041. 305300 | TH. 041 33040, =3 4734130090 30,790,034, ¥
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah

Tingkat [l Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan

evaluasi pembangunan daerah

J. KELUARAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2
\)
A} - a k
~ =
&/ - <X Q'v: <./ .
DAY ,
SUPRIYADI, S.T..M.Ak. KURNIANINGSIH, S.Ag.

NIP= 30411 200212 1 007 NIP. 19710808 200701 2 004

\

I —
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA
PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan
Nama Perangkat Daerah

Urusan / Bidang Urusan
Program

Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja
Kegiatan

Sub kegiatan

Indikator Kinerja Sub kegiatan

Target Indikator Kinerja
Subkegiatan

A. LATAR BELAKANG

2025
Badan Pendapatan Daerah

Unsur Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
70, 69 Poin

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang di pelihara

11 Unit

Penyediaan Jasa  Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya

11 Unit

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan merupakan kebutuhan yang harus
dipanuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan
pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. TUJUAN

Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;
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D. SASARAN

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada Januari — Desember 2025

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

No

Uraian

TAHUN 2025

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Rapat TIM
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Belanja BBM

Pemeliharaan
kendaraan
Roda Empat

Pemeliharaan
kendaraan
Roda Dua

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana

program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan
Bemesier | Bamesier I
Anggaran Tahun
Kode Rekening Uraikar Total RAK Triweukan | Triwudan 11 Triveukan 111 Triveulan I
Ind
Januari | Fetinear M aret -ty | Lt ] Jund Jus BgUshus Seplsmber Dt Fowernber Desember

-8 BELAMJA OPERAS| A7T1.550.000,00| 171. 550,000,090 5.4uzm.uu|a-u.‘.r1z.:uu.w 4.502.500,00( 31.302.500,00| 21. T12.500,00 | 1 .902. 300,00 |4.342.500,00 |4 _82. 500,00 | 6.2 12 500,00 | 3.962.5300,00 8. 712 300,00 | 3942 5300, 00

Eelanja Barang dan
3.1.02 " AT1.550.000,00] 171,550,000, 00| 5462 300, 00| 35.712.5300,00| 4.50 2. 300 ,00| 31.562.5300,00 21. 7T12.500,00 13902, 300,00 |4. 562 500,00 |4 962500, 00 | 6.212. 500,00 | 3962 . 500,00 | 8.712. 500,00 | 3.5:2. 500,00

3

310201 Eelanja Barang S3.550.000,00| ¥9.550.000, 00| -l-.!'ﬂlm.ﬂﬂl 4. 3062.500,00|4.502.5300,00) 4.962.5300,00| 4.5962.500,00| 4502 300,00 |4.5982 500,00 |4.562.500, 00 4.982. 500,00 |4 62 . 500,00 | 4. 562 500,00 | 4.5462. 500, 00|

Eelanja Barang Pakal
31020109 S.530.000,00) 39.350.000,00 |4 502 300,00) 4562 300,0:0]4. 902 300,00 4.962.5300,00] 4.962 500,00 450230000 |4.582 500,004 02500, 00| 4.582. 500,00 |4 5062 .500,0:0|4.58 2. 300,00 |4.542. 300,00

Habids

Bedarja Bahan-Baban
5.1.02.01.01.0004 T 52.550.000,00) 35.550.000,00|4 B62.300,00| 4952 500,00|4.902 500 00 4.952.5300,00| 4.562.500,00| 4 963.30000 |4.562 300,004 9632_500,00(4.862.:500,00 |4.9062 500,004 563 200,00 4. 5442300, 00
@ dan Pelumas

31.0202 Belanja Jasa 11.000.000.00| 11.000.000,00] 300.000.00| 1.750.000,00 0,00 0,00 1.730U000,00 0,00 0,00 0,00 | 1.2 30,0050, 00 | 110050000, 10| 3. 750,000, 00 | 10400000, 00

3.1.02.020 Belanja Jasa Kantor 11.000.000.00| 11.000.000,00] 300.000.00| 1.750.000,00 0,00 0,00] 1730000000 0,00 0,00 0,00 | 1.2 30,0050, 00 | 110050000, 10| 3. 750,000, 00 | 10400000, 00

Bslanja Pembayaran

3.1.02.02.01.0067 | Pajak, Bea, dan 11.000.000,00| 11.000.000,00| 300.000,00] 1.730.000,00 2,00 O,00] 1. 730.000,00 0,00 0,00 003060 | 1 250 0800 0 | 1 SN0 BN, 06 | 3. 0. O D | 1. 000 CHEND,
Perizinan
5.1.02.03 Belanja Pemeliharasn | 109.000.000,00] 104.000.000,00 0,00] D00, 000,00 0,00]| 27 000.000,0:0| 15.000.000,00| 2000, 000,00 0.0% o000 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pemelliharaan
51020502 A01.000.000,00| 10-. 000,000,080 0,00] 30,000, 000,00 0,00| 27 000.000,00| 15.000.000,00 | S.000.000,.00 0.0 [ K] 0,00 0,040 0,00 0,00
Peralatan dian Mesin

Bsdarja Perne=bharaan
Alat Angkulan-Ala
Angiutan Darat
5.1.02 03 02,0033 SZO0.000,00| B 000000, 00 0,00 2400000 000, 00 0,00| Z7.000.000, 00| 15.000.000,00 el a] 0,00 [eX ] 0,00 0,040 0,00 0,00
Barmofor-Hendaraan
Dinas Esrmoior

Perorangan

5.1.02.03.02.0033 | Bslanja Permalharaan 2.000.000,00, B.O00.000,00 0,00 O,0u0) 0,00 0,30 0,00 =.000.000,00 0,00 0Laa 0,00 O,0u0) 0,00 0,00
Alat Angkulan-Alxt
Angitan Darat
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. DATA DUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan

evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

<'/ e

>~

S SUPRIYADI, S.T..M.Ak. KURNIANINGSIH, S.Ag.
NIP=#9780411 200212 1 007 NIP. 19710808 200701 2 004

\
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan
Nama Perangkat Daerah

Urusan / Bidang Urusan

Program

Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan
Sub kegiatan

Indikator Kinerja Sub kegiatan
Target Indikator Kinerja
Subkegiatan

A. LATAR BELAKANG

2025
Badan Pendapatan Daerah

Unsur Penunjang/Keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
70, 69 Poin

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang dipelihara

35 Unit

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara
74 Unit

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya merupakan kebutuhan yang harus
dipanuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan
pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada Januari — Desember 2025

Kerangka Acuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Lampung Barat TA 2025 Page 1



Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

No

Uraian

TAHUN 2025

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Rapat TIM
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Pemeliharaan
Peralatan
dan Mesin

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana
program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

|
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PAGU WAKTU PELAKSANAAN

ANGGARAN

REKENING URAIAN
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES

1 2 3 4 5 7 8 9) 10 11 12 13 14 15 16

TOTAL BELANJA

Sub Kegiatanan Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Lainnya 11.300.000

5] 1 02 03 | 02 | 0121 | Belanja
Pemeliharaa | 1.220.000 1.220.000
n Alat
Kantor dan
Rumah
Tangga-alat
Rumah
Tangga
Pendingin

5| 1 02 | 03 | 02 | 0405 | Belanja
Pemeliharaa | 5-250.000 5.250.000
n Komputer2
Unit
Personal
Computer

5] 1 02 03 | 02 | 0409 | Belanja 4.830.000 4.830.000
Pemeliharaa
n Komputer-
Peralatan
Komputer-
Peralatan
Personal
Computer
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan
evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN
Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

h?‘:\‘; S // <'/ - "
5. SUPRIYADI, S.T.,M.Ak. KURNIANINGSIH, S.Ag.
NIP=F9780411 200212 1 007 NIP. 19710808 200701 2 004

\
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan

2025

Nama Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Urusan / Bidang Urusan

Unsur Penunjang/Keuangan

Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Target Indikator Kinerja Program

70, 69 Poin

Kegiatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang di pelihara

Target Indikator Kinerja Kegiatan

35 Unit

Sub kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor Dan

Bangunan Lainnya

Gedung

Indikator Kinerja Sub kegiatan

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
dipelihara/Rehabilitasi

Target Indikator Kinerja
Subkegiatan

1 Unit

A. LATAR BELAKANG

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya merupakan

kebutuhan yang harus dipanuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu

kegiatan dan merupakan

pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. TUJUAN

pendukung yang penting dalam kelancaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan

Bangunan Lainnya
C.DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;
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C. SASARAN
Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

D. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada Juni 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
Dan Bangunan Lainnya

No Uraian TAHUN 2025

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov

Des

1 Rapat TIM N
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

2 Bimbingan N
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

4 Rapat Tim N
virifikator
dan
Monitoring
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)
Perangkat
Daerah

E. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

F. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana
program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

|
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G. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

Semestar | Samaster |l
Kiode Rekening Uresan Angparan Tahun Ini Tolal RAK Triwulan | Triwwulan Il Trvwulan 111 Triweulan IV
Januwari Febnuari Wlared Aprl | Mei | Juni | Ju Agustus Saptembsar Okhober Movembsar Diesemibear
5.1 BELANJA OPERASI 30.304.500,00 30.304.500,00 1,00 0,00 3030450000 000 o000] o000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.02 JB:;:"j“ Barang dan 10.304.500,00 30.304.500,00 0,00 0,00 30.304.500,00( 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.02.01 Belanja Barang 31.204.500,00 31.204.500,00 0,00 0,00 11204500000 000 000] o000 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5.1.02.01.0 ::';:‘“ Barang Pakai 31.204.500,00 31.204.500,00 0,00 0,00 311204500000 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Balanjs Bahan-Bahan
5.1.02.01.01.0001 |Bangunan dan 31.204,500,00 31.204.500,00 0,00 0,00 31204500000 000 000| o000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konstruksi
5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 5.100.000,00 1,00 0,00 g.100.000,00] o000 o00] op00| o000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51020201  |Belanja Jasa Kantor £.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 g.100.00000) o0 o00] 00| o000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Balanja Jasa Tenaga
5.1.02.02.01.0016|Penanganan Prasarana 8.100.000,00 £.100.000,00 0,00 0,00 g.10000000( o000 o000 ooo| og0 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
dan Sarana Lmum
T 39.304.500,00 39.304.500,00 0.00 0,00 3930450000 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG
TERSEDIA DARI BELANJA PER 39.304.500,00 39.304.500,00 39.304.500,00 0,00 0,00 0,00
TRIWULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG
TERSEDIA DARI BELANJA PER 30.304.500,00 39.304.500,00 30.304.500,00 0,00
SEMESTE

Kerangka Acuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Lampung Barat TA 2025 Page 3



H. DATA DUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan

evaluasi pembangunan daerah.

. KELUARAN
Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Sekretariat Kepala Sub Bagian mljm dan Kepegawaian
7&’¢ /
—~ /
& ‘\Q_"? (/ i
I ldeﬁWADI, S.T..M.Ak. KURNIANINGSIH, S.Ag.
NTP- 30411 200212 1 007 NIP. 19710808 200701 2 004

\
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENETAPAN WAJIB PAJAK

TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan : 2025

Nama Perangkat daerah . BADAN PENDAPATAN DAERAH

Urusan / Bidang Urusan : Unsur Pendukung/ Urusan Pemerintah

Program :  Perogram Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja Program :  Persentase realisasi PAD 100%
Persentase realisasi PBB 100%

Kegiatan :  Penetapan Wajib Pajak Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan . Persentase realisasi PAD 100%
Persentase realisasi PBB 100%

Sub Kegiatan :  Penetapan Pajak Daerah

Target Indikator Sub Kegiatan :  Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (2
Dokumen)

A. LATAR BELAKANG

Guna meningkatkan penerimaan pajak daerah berdasarkan aturan dan prosedur perpajakan
Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan kegiatan penetapan pajak daerah sebagai
syarat administraasi perpajakan dalam menentukan kewajaran atas nilai pajak yang akan ditagih
kepada wajib pajak daerah.

Diharapkan dokumen penetapan pajak daerah akan memberikan gambaran yang komprehensif
tentang nilai pajak daerah untuk membantu memastikan pelaksanaan kegiatan penagihan
dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan.

B. TUJUAN

Tujuan Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah adalah untuk memastikan bahwa nilai pajak
daerah yang ditagih telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta kesesuaian data di lapangan dengan berkas yang disampaikan dalam pelaporan pajak
daerah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menentukan besaran pajak terutang. Pelaksanaan
kegiatan dilakukan berdasarkan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan melalui penyusunan
target penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, penetapan nilai pajak daerah perlu dilaksanakan
sebagai dasar dalam proses penagihan pajak daerah.

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Sub Kegiatan Penetapan Pajak Daerah

1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991, tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34520;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Mengatur tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugs dn fungsi, serta tata kerja perangkat daerah

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Penetapan Pajak Daerah adalah aparatur perangkat daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan penetapan terhadap berkas laporan objek pajak daerah dalam rangka pelaksanaan
kewajiban perpajakan.

2. Menetapkan kesesuaian antara berkas laporan pajak daerah dengan data faktual di lapangan.

3. Menetapkan nilai pajak daerah sesuai dengan besaran yang sebenarnya berdasarkan data
faktual di lapangan.

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Sub kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah terhadap kewajaran nilai pajak dengan kondisi real
pajak daerah di lapangan.

Utraian TAHUN 2025

Jan Feb Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags Sept | Okt | Nov Des

Penerbitan N
SKPD Pajak
Daerah

Penyampaian N
SPPT PBB-P2
pada 15
Kecamatan di
Lampung Barat

Rapat N
Koordinasi
Penyampaian
SPPT PBB -P2

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada pekon,
kecamatan dan masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Barat sebagai subjek pajak daerah

G. PENERIMA MANFAAT
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara khusus dalam rangka upaya melaksankan tertib
administrasi perpajakan daerah dan peningkatan pendapatan daerah di sektor pajak daerah baik
pajak BPHTB, Parkir reklame, restoran, hiburan dan pajak daerah lainnya




H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penetapan wajib Pajak

Samasier | Semnester Il
Kode Rekening Uralan Anggaran Tahun In Total Rk Triwaulan | Triswulan I Triutan B Trivwulan P
Januar Febnuari Maret Al ol Jumi Juli Agusius Seplember Okbober Movember | Dessmbsr

=1 BELANJA OPERAEI 162373 400,00| 182 373400, 00 0,00 10.235.00:0,00| 17.811.300,00| 0,03| 28.146.200,00| 9.300.000,00| 14 737 900,00 5.300.000,00( 53.500.000,00| S&.843.0:00,00| 4.700.0:00,00 0,00
Eelanja Barang dan

12 162373 400,00| 182 373400, 00 0,00 10.235.00:0,00| 17.811.300,00| 0,03| 28.146.200,00| 9.300.000,00| 14 737 900,00 5.300.000,00( 53.500.000,00| S&.843.0:00,00| 4.700.0:00,00 0,00
Jasa

51820 Belanja Barang 110.923.400,00| 110923400, 00 0,00 4.860.000,00 0,00| 0,00| 12.875.0:00,00( 9.300.000,00| 14.395.400,00| 5.300.000,00| 5.500.000,00| 534.053.000,00] 4.700.0:00,00 0, 00
Eelanja Barang Pakal

Si02e.m 110.923.400,00| 110.923.40:0, 00 0,00 4. 800000, 00 0,00| 0,00]| 1Z875.000,00( 8.300.000,00| 14 .F95.400,00] 3.300.000,00| 5.500.000,00| 34.0593.000,00| 4.70:0.0:00,00 0,00
Habls
Bs=larja AlalBahan

5.1.02.01.01 D024 |unhak Kesglalan Eanbor- B0. 358 400,00 90.3068.400 00 0,00 a,00 0,00] 0,00  &4.500.000,00| 4 300.000,00| 14 795400,00| 4.500.000,00| £ 500.000,00| 33.573.000,00] 4500 000,00 0,00
Adat Tulks Kanior
Balarja AlatBahan

510201 .09 D025 (unbuk Keglalan Kanbor- 10.345.000,00| 100345000, 00 0,00 a,oa 0,00| 0,00]  5.125.000,00| 4.600.000,00 0,00 S0000d,00 0,00 320.000,00 0,00 a,0a
Earias dan Cover
Bs=larja AlalBahan

5.1.02.01.01 DOZ7T |unhak Kesglalan Eanbor- S00.000,00 S00.000, 00 0,00 a,00 On,100| 0,00 2060000, 00 2040000, 00 a,00 0,00 0,00 200, Ce0H O 2001, Ce0AD, DN 0,00
B=nda Pos
Balarja AlatBahan

5.1.02.01.01 0023 |unhak Kesglalan Eanbor- 4.O5300000,00 4.030.000,00 0,00 a,00 On,100| 0,00 300, OO0, O 0, 0D a,00 0,0:0| 1.000.000,00 0,00 0, 00 0,00
Bahain Kompuisr
Balaria Makanan dan

5.1.02.01.09 0052 4 560.000,00 4.960.000,00 0,00 4. 960,000,000 On,100| 0,00 0, 0D 0, 0D a,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00
Minuman Rapat
Eelanja Perjalanamn

RN FN 51.4350.000,00 31,450,000, 00 0,00 3. 3TE.000, 00| 17.811.300,00| 0,03| 135271.200,.00 0,00 487 500, 0:0 0,00 0,00 | 12.750.0:00,00 0,00 0,00
Dina=
Belanja Perjalanan

R NN N 51.430.000,00| 314300000, 00 0,00| 337500000 17.641.300,00| 0,00 13.271.200,00 0,00 442 500,00 0,00 0,00 | 1Z750.000,00 0,00 0,00
Dinas Dalkam Meger




5.1.02 04 01 0001

E=laria Perjalanan
Dinas Blasa

23.500.000,00

23500000, 00

T.034.500.00

IZI.III‘ 4981, 200,00

0,00

2. 750, D00, 00




I. DATA DUKUNG
1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026
3. Keputusan Menteri Dalam Negerin Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil,
Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

J. KELUARAN
Keluaran dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penetapan Pajak Daerah adalah Jumlah Dokumen hasil
penetapan besaran nilai pajak daerah yang sesuai dengan data real antara laporan pajak oleh subjek
pajak dengan data yang sebenarnya atas verifikaasi dilapangan terhadap objek pajak :

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan
Penetapan pajak daerah.

Liwa, 12 Januari 2025
Mengetahui,
PPTK Bidang Kepala Sub Bidang

Penagihan Pajak Daerah

VNSV JONIS ARIAN DAVID.S.Sos.
NIP. 19770420 201101 1 001 NIP. 19810101 200904 1 002




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan . 2025

Nama Perangkat daerah . Badan Pendapatan Daerah

Urusan / Bidang Urusan . Keuangan

Program . Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja Program . Persentase realisasi PAD 100%
Persentase realisasi PBB 100%

Kegiatan . Pengelolaan Pendapatan Daerah

Target Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase realisasi PAD 100%
Persentase realisasi PBB 100%

Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Target Indikator Sub Kegiatan ;1 Layanan

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan ini juga merupakan upaya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat
serta meningkatkan kesadaran mereka dalam hal membayar pajak.

B. TUJUAN
Tujuan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah adalah memberikan Pelayanan,
informasi dan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai pajak daerah.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 16
Februari 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat.

4. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah adalah Aparatur,
Masyarakat Lampung Barat, Wajib Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat

5. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 bulan dari Bulan Januari — Desember 2025

I —
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Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

No Uraian TAHUN 2025

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov

Des

1 Rapat TIM N
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

2 Bimbingan N
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

4 Rapat Tim N
virifikator
dan
Monitoring
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)
Perangkat
Daerah

6. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kabupaten Lampung Barat, semua kecapatan, semua kelurahan/desa.

7. PENERIMA MANFAAT
Meningkatkan dan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Lampung Barat dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dan Pajak daerah lainnya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan informasi
yang disampaikan melalui gambar dan tulisan tersebut tersampaikan kepada
masyarakat secara luas sebagai wajib pajak yang taat akan kewajibannya kepada
Negara Indonesia khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
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8. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatanan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah meliputi :

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Semesier | Semesber I
Kode Reksaning Uraian Anggaran Tabwun Ini Todal RAK, Triwnan | Trivweulan Il Triweular 111 Trandan v
Januan Februar Maret april Ml Juni Juil Agustus | Seplember Okinber Howember Desember

a1 BELANJA OFERAEI 126.728.000,00| 1206.7Z8.000,00 0,00 1Z.750.000,00| 0,00| #0.320.000,00| B8.500.000,00| 35.050.000,00| Z.058.0:00,00 0,00 | 1.030.000,00| 15.000.000,00] 11.400 000,00 0,00
Eelanja Barang dan

5182 126.728.000,00| 1206.7Z8.000,00 0,00 1Z.750.000,00| 0,00| #0.320.000,00| B8.500.000,00| 35.050.000,00| Z.058.0:00,00 0,00 | 1.030.000,00| 15.000.000,00] 11.400 000,00 0,00
Jasa

a0z Eelanja Barang 43 4T8.000,00 43.4TH.000,00 0,00 0,000 O,00| 40.320.000,00 0,00 0:30.0:00,00| Z.0°5E.0:00,00 0,00 | 1.030.000, 30 0,00] 1400 000,00 0,00
Belanja Barang Pakal

10201 43 4T8.000,00 43.4TH.000,00 0,00 0,000 O,00| 40.320.000,00 0,00 0:30.0:00,00| Z.0°5E.0:00,00 0,00 | 1.030.000, 30 0,00] 1400 000,00 0,00
Habls
Balarja Alal'Bahan

5.1.02.01.01 D024 |unbuk Kegialan Fanbor- 16.730.000,00 18.730.000,00 0,00 0,00 O,00| 14.400.000,00 0,00 0,00| 1.30:3.000,00 0,00| 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00
At Tulls Kanior
Ealana Alal'Eahan

5.1.02.01.01 0023 |unbuk Kegialan Fanbor- 1.30:0. 000, D0 1.200.000,00 0,00 0,00 Q.00 0,00 0,00 050, 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O30, Ce00,00 0,00
Karias dan Caver
Baslanja Alal/Bahan

5.1.02.01.01 D030 |wnbuk Kegiatan Fanbor- 23330000, 00 23.820.000,00 0,00 0,00| O,00| Z3.820.000,00 0,00 0,00 O, O 0,00 0,00 0,00 [Ralx] 0,00
Bahan Cefak
Balarja Alal'Bahan

5.1.02.01.01 D0 Z3 |unbuk Kegiatan Eanbor- 1.50:.000, D 1.500.000,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 TE0.000,00 0,00 0,00 0,00 TE0.000,00 0,00
Bahan Kompuisr

S.1.02.02 |lein]a Jasa B0.0040.000,00 &0, 000000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,0 0,00 13.000.000,00| 10.000.0:00,00 o, 0

1020201 Eelanja Jasa Hanior 60.000.000,00 0. :00.000,00 2,00 0,00| 0,00 0,00 @,00] 35.00:0.0:00,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00] 10,000 003,00 0,00
Balarga Jasa

5.1.02.02.01 0053 | kan/Reklame, Film, 80,000,000, 00 B0, 000 000,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00]| 33000 000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00| §0.000.000,00 0,00
dan Pemolretan
Belanja Perfalanan

S.1.02.04 21.230.000,00 21.2500000,00 0,00| 1ZT50.000,00( 0,00 0,00| B.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (K] 0,00
Dinas

Kerangka Acuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Lampung Barat TA 2025 Page 3



Eelanja Perfalanan
51020401 21.230.000,00 Z1.Z250.000,00 0,00| 12.750.000,00| 0,00 ,00]| 8.500.000,00 0,00 0,00 0,50 0,0 0,00 [ K] 0,0
Dinas Dalkem Megerl

Eslania Pesjalanan
5.1.02.048 01 0001 21 250.000,00 Z1.Z230.000,00 0,00| 412.750.000.00( 0,00 0,00| 9.500.000,00 0,00 O, O 0,00 0,00 0,00 000 0,00
Diinas Blasa

Eslania Pesjalanan
5.1.02.048.01.0003 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 O, O 0,00 0,00 0,00 000 0,00
Diinaxs Dalam Koda

JUMILAH ALOKASI HAS YANG

120.728.000,00| 136.728.000,00 0,00 1Z.750.000,00( 0,00| 40.3200000,00| B.500.000,00] 335.6:350.000,00) Z.0°58.0:00,00 0,00] 1.030.000,0:0| 15.000.000,00] 11400 000,00 0,00
TERSEDIA DARI BELAMJA PER BULAN
JUMILAH ALOKASI HAS YANG
TERSEDIA DARI BELAMJA PER 120.728.000,00| 126.728.000,00 12.7 30,000, 0 B4.470.000,00 3.108.000,0:0 Z0.400.000,00
TRIWULAN
JUMILAH ALDKASI HAS YANG
TERSEDIA DARI BELAMJA PER 120.728.000,00| 130.728.000,00 ‘BT.230.000,00 ZBUS0E.000, 00
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9. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi
pembangunan daerah

10. KELUARAN
Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah.

11. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan

Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah tahun 2025.

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
PPTK Bidang Kepala Sub Bidang

RULIYANSYAH, S.E. APRIDA, S.Sos.
9770325 200312 1 002 NIP. 19810401 201001 2 007

I —
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS
DATA PAJAK DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan : 2025

Nama Perangkat daerah . Badan Pendapatan Daerah

Urusan / Bidang Urusan . Keuangan

Program . Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja Program . Persentase realisasi PAD 100%
Persentase realisasi PBB 100%

Kegiatan . Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan . Persentase realisasi PAD 100%
Persentase realisasi PBB 100%

Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis
data Pajak Daerah

Target Indikator Sub Kegiatan : 1 Laporan

A. LATAR BELAKANG

Setelah pelimpahan kewenangan pengelolaan dari KPP Pratama Kotabumi Tahun 2014,
Kabupaten Lampung Barat harus melakukan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
secara mandiri. Dalam Kkegiatan pengelolaan PBB tersebut salah satunya adalah
melakukan pencetakan SPPT PBB, STTS dan DHKP yang menjadi dasar untuk
menetapkan besarnya pajak terhutang yang akan disampaikan kepada seluruh waijib
pajak yang jumlah objek pajaknya kurang lebih 108.753 SPPT per bulan Desember 2025.
Pengelolaan PBB ini menggunakan program SISMIOP yang terkoneksi dengan 5 (lima)
komputer guna memudahkan dalam pengentrian atau pelayanan kepada setiap wajib
pajak yang akan mendaftarkan, melakukan keberatan, pembatalan, pengurangan,
maupun pembetulan diproses dengan cara melakukan pemeriksaan di kantor maupun
pemeriksaan di lapangan.

Basis data i-SISMIOP PBB selain terkoneksi dengan 5 perangkat komputer secara online,
juga terkoneksi dengan PT. Bank Lampung Capem Liwa dan Pusdatin pada Badan
Pertanahan Nasional (BPN).

B. TUJUAN
Tujuannya adalah terbitnya SPPT dan STTS serta DHKP untuk semua pekon/ kelurahan.
SPPT PBB tersebut menjadi dasar untuk melakukan penagihan ke semua waijib pajak
sesuai dengan objek pajak yang telah dicetak dan diserahkan serta terpeliharanya data
server dalam program i-SISMIOP baik dalam bentuk software maupun hardware.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 16
Februari 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat.
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4. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak
Daerah adalah Aparatur, Masyarakat Lampung Barat, Waijib Pajak Daerah Kabupaten
Lampung Barat

5. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 bulan dari Bulan Januari — Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan
Basis Data Pajak Daerah

No Uraian TAHUN 2025

Jan Feb Mar | Apr | Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov

Des

1 Rapat TIM N
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

2 Bimbingan N
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

4 Rapat Tim N
virifikator
dan
Monitoring
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)
Perangkat
Daerah

6. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku

7. PENERIMA MANFAAT

Meningkatkan dan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Lampung Barat dari sektor pajak khususnya Pajak Daerah.
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8. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatanan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah

Samesier | Semesber |1
Kode Rekening Uraian Anpgaran Tabwn Inl Total RAK Triweulan I Triveulan Il Triwulan Triwndan N
Januari Fedruarl Marel | April | mel Juni Jul Agustus Saplember Okiober November Diesembar
21 EBELAMJA OPERASI 420.20°5.000,00 480.20°3.000,20 000 238.880.000,09| 000 °,00] 000 01.020.000,00| 11.700.000,00( 1.3835.000,00| ©23.000,00| 1.500.000,00 165.823.200,00 0,00
Belanja Barang dan
.02 420.20°5.000,00 480.20°3.000,20 000 238.880.000,09| 000 °,00] 000 01.020.000,00| 11.700.000,00( 1.3835.000,00| ©23.000,00| 1.500.000,00 165.823.200,00 0,00
Jasa
1020 Eelanja Barang 420.Z0°3.000, 00 480.2035.000,00 0,00 238.880.000,00| 000 0,00 0,00 01.050 600,00| 11.700.000.00( 1.36835.000,0D| ©25.000,00| 1.500.000,00 165.825.:00,00 0,00
Eelanja Barang Pakail
102090 420.Z0°3.000, 00 480.2035.000,00 0,00 238.880.000,00| 000 0,00 0,00 01.050 600,00| 11.700.000.00( 1.36835.000,0D| ©25.000,00| 1.500.000,00 165.825.:00,00 0,00
Habls
Baslana Alal'Bahan
S.1.02.01.01 0024 |unbui Kesgialan Fanbor- 374.900.000,00 374.900.000,00 0,00 169.000.000,00| 000 0,00 000 23,040,000, 00 BL0TE.000,00 120,000, 00 0,00 0,00 152,300, 000,00 0,00
Alat Tulls Kantor
Bslania Alal'Bahan
5.1.02.01.01.0025 |unbuk Kesgiatan Fanbor- 3T.8235.000,00 3T 835.000,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 000 36, 150,000,000 25,000,000 0,00 S25.000,00 0,00 323.000, 00 3,00
Herias dan Cover
E=lania AlatiBahamn
5.1.02.01.01 0027 |wnbulk Kesgiatan Fanbor- S00.000, 00 3040000, 00 0,00 0,00 0,00| 0,00| 000 000 300000, 00 3,00 0.0 0,00 O, O 3,00
Banda Pos
Ba=lania Alal'Bahan
5.1.02.01.01 0073 |untuk Kegialan Fanbor- 52.000.000,00 32.000.000,00 0,00 43.000.000,00] 000 0,00 000 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0, 00 0,00
Eahan Komgpuisr
Eslarja Makanan dan
5.1.02.01.01 D052 Z20.500.000,00 20.58:0.000,00 0,00 20.330.000,00| 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Minuman Fapat
Eelanja Perjalanan
0,00 0,00 0,00 o.00| 0.00| 0.00| 0,00 (K] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinas
Eelanja Perjalanan
E.1.02.04.09 0,00 0,00 0,00 o.00| 0.00| 0.00| 0,00 (K] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Dakem Negerd
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5.1.02.04 01 D00

Balaria Pevjalsnan
Dinas Blasa

0,00

0.0a

0,00 0,00

5.1.02 .04 0 D03

Bslaria Pevjalanan

0,00

Q.00

0,00 Q0,00
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9. DATA DUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi

pembangunan daerah.

10. KELUARAN
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak

Daerah.

11. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan

Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah

tahun 2025.
Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
PPTK Bidang Kepala Sub Bidang
Pelaya Pendataan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaragh Objek Pajak Daerah

2
%) AA\
Al 4
e

RULIXANSYAH, S.E. YUDI PATONI, S.ST.
T9776325°200312 1 002 NIP_ 19770514 199803 1 002

e
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan . 2025

Nama Perangkat daerah . Badan Pendapatan Daerah

Urusan / Bidang Urusan . Keuangan

Program . Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja Program . Persentase realisasi PAD 100%
Persentase realisasi PBB 100%

Kegiatan . Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan . Persentase realisasi PAD 100%
Persentase realisasi PBB 100%

Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Target Indikator Sub Kegiatan .1 Laporan

A. LATAR BELAKANG

Data subjek dan objek PBB-P2 yang dialihkan/ diserahkan oleh KPP Pratama Kotabumi
sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan nyata dilapangan. Peningkatan penerimaan
pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan merupakan upaya yang di
lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Pendapatan Daerah
untuk dapat dilakukan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
Kegiatan pendataan dan pendaftaran dimaksud agar data yang dihasilkan lebih baik dari
sebelumnya dan mencerminkan keadaan nyata dilapangan.

Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebelumnya kegiatanya
adalah pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2 dan pajak daerah lainnya. Kegiatan
dimaksud sudah dilaksanakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 sudah
dilaksanakan di 13 kecamatan dengan jumlah pekon/ kelurahan sebanyak 90 pekon/
kelurahan. Tahun Anggaran 2026, pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data telah di
laksanakan di Seluruh Pekon Kekabupaten Lampung Barat. Kegiatan pendataan dan
pendaftaran objek pajak daerah agar dapat dilaksanakan disetiap tahunnya karena
dapat menjaring objek pajak baru dan memutakhirkan data lama sehingga PAD dari
sektor pajak khususnya PBB dan pajak daerah lainnya akan meningkat.

B. TUJUAN
Tujuan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah ini adalah data waijib pajak di
pekon/ kelurahan sudah diperbaiki dan tidak ada lagi bumi dan atau bangunan yang
belum memiliki SPPT PBB dan Pajak daerah lainnya yang belum terdata.

C. DASAR HUKUM

1.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang  Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

4. Peraturan Bupati Malang Nomor 201 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun
2023.
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D. SASARAN
Sasaran Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah adalah
aparatur masyarakat lampung barat wajib pajak yang belum memiliki Pajak Bumi
Bangunan dan Pajak Daerah Lainnya kabupaten lampung Barat.

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 bulan dari Bulan Januari — Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak
Daerah

No Uraian TAHUN 2026

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov

Des

1 Rapat TIM N
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

2 Bimbingan N
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

4 Rapat Tim N
virifikator
dan
Monitoring
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)
Perangkat
Daerah

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan Kabupaten Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT
Meningkatkan dan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Lampung Barat dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

Kerangka Acuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Lampung Barat TA 2025 Page 2




H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatanan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Semester | Semesier I
Kode Rekerning Uraian Anggaran Tahun Inl Tolal FUAK Triveulan | Trvndan i Triwwulan i Triwuian i
Januan | Februar Maret agri | Mel Juni Juill Agustus Seplember Difobear Mowember Desembar

a1 BELANJA OPERASI 437.350.000,00 | 437.F55.000,00 0,00 0,00 140.00:0.200,00( 0,00| 0,00 64.732.300,00 142.13:0.000,00 0,000 G60.037.300.00| 2Z.243.000,000 47.710.000,00 0,00
Eelanja Barang dan

5102 437.350.000,00 | 437.F55.000,00 0,00 0,00 140.00:0.200,00( 0,00| 0,00 64.732.300,00 142.13:0.000,00 0,000 G60.037.300.00| 2Z.243.000,000 47.710.000,00 0,00
Jasa

ai02.m Eelanja Barang TE.343.000,00 TE.345.000,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00| 47.432.500,00 2.130.000,00 0,00 0.10Z2.300.00| 2.543.000,00] 19.733.000,00 0,00
EBelanja Barang Pakal

10201 TE.343.000,00 TE.345.000,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00| 47.432.500,00 2.130.000,00 0,00 0.10Z2.300.00| 2.543.000,00] 19.733.000,00 0,00
Habls
Balanja AlalBahan

5.1.02.01.01 0024 |untui Kegiatan Eanbor- 28.4Z70.000,00 28,420 000,00 0,00 0,00 0,00| 0,00] 0,00|  25.070.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 2.0530.000,00 450.000,00 0,00
it Tulls Kanior
Eslania Alal'B-ahan

5.1.02.01.01.00Z3 |unkui Kegiatan Fanbor- 2.513.000,00 Z.015.000,00 0,00 0,00 0,00| 0,00) 0,00 0,00 1.08:.000,00 00 340.000.00 &93.000,00 0,00 Q,00
Herias dan Cover
Baslanga AlalBahan

5.1.02.01.01. 0023 |unbui Kegiatan Fanbor- 1.000.000,00 1,000 00,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 00 DD, 00 0,00 O, 0 300 000, D0 3,00 0,00 3,00
Eahan Kompuier
Bslanja Barang unbuk

5.1.02.01.01 0033 |DijualDissrahican 18.000.000,00 168,000 .00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00) 0,00 16.000. 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
kepada Masyarakat
Balanja Makanan dan

5.1.02.01.01. 00352 28.410.000,00 29.410.000,00 0,00 0,00 0,00| 0,00) 0,00 5052, 500,00 0,00 0,00 03,0082 300,00 0,00 18.285.000,00 0,00
Minuman Rapat

S.1.02.02 Eelanja Jasa 33Z.530:0.000,00 33Z.300.000,00 0,00 0,00 140.000.200,00( 0,00| o080 0,00 140.000.000,00 0,00 37.500.000.00 0,00 15.000.000,00 0,00

1020204 Eelanja Jasa Kankor 3Z.300.000,00 5E. 300 0=013,00 0,00 0,00 0,08) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.5300.000.00 0,00  15.000.000,00 0,00
Bslania Jasa Tenaga

5.1.02.02.01.00Z7 32.500.000,00 02.5300.000,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 O, 0 37.500.000,00 3,00 15.000.000,00| 3,00
Operator Kompuier
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Belanja Jasa

S.1.02.02.09 Honsultans! Non 280.000.000,00| Z2B0.000.:00,00 0,00 0,00 140.000.000,00( 0,00| 0,00 0,00 140.000.0:00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honstruks]
Eslania Jasa

5.1.02.02.03.00 11 |Konswiansi Barorantas] 280.000.000,00 200,000 000,00 0,00 0,00 140.000.000,00]| 0,00| 0,00 0,00 1400000 .000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Layanan-Jasa Survel

Belanja Perjalanan
10204 48 710,000, 00 48.T10.0:0 0,00 0,0 0,00 0,00| 0,00)| 0,00 17.30:0. 00,00 0,00 0,00 16.435.000,00 0,00 12.873.000,00 0,0
Dinas

Belanja Perjalanan
102 0401 48 710,000, 00 48.T10.0:00,00 0,0 0,00 0,00| 0,00| 0,00 17.30:0. 00,00 0,00 0,00 16.435.000,00 0,00 1Z2.873.000,00 0,0
Dinas Dalkem Neperl

Eslarja Pesjalanan
5.1.02.04.01.0003 48 .710.000,00 48.710.000,00 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00 17.300.000,00 0,00 0,00 18.435.000,00 0,00 12.873.000,00 0,00
Dinars Dalam Kota

JUMLAH ALDHASI HAS YANG

437 .350.000,00| 437.335.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00| 0,00 0,00 O<4.732.500,00| 142.130.000,00 0,00| 60.037.300.00| 2.543000,00) 4&47.710.000,00 0,00
TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN
JUMLAH ALDHAS] HAS YANG
TERSEDIA DARI BELANJA PER 437.330.000,00| 437.333.000,00 140, 000.000, 00 0. 732.3500,00 202.167.300,00| F0.SF5.000,00
TRIWULAN
JUMLAH ALDHAS] HAS YANG
TERSEDIA DARI BELAMNJA PER 437 .353.000,00| 437.353.000,00 Z04.732. 300,00 I BT D00, B0
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 16
Februari 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat.

4. KELUARAN

Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak
dan Wajib Pajak Daerah.

5. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan

Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah tahun 2025.

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
PPTK Bidang Kepala Sub Bidang
: Pendataan dan Pendaftaraap Objek Pajak Daerah

YUDI PATONI, S.ST.
NIP. 19770514 199803 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan ;2025

Nama Perangkat daerah . Badan Pendapatan Daerah

Urusan / Bidang Urusan : Keuangan

Program . Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja Program . Persentase realisasi PAD 100%
Persentase realisasi PBB 100%

Kegiatan . Pengelolaan Pendapatan Daerah

Target Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase realisasi PAD 100%
Persentase realisasi PBB 100%

Sub Kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Target Indikator Sub Kegiatan : 2 Laporan

A. LATAR BELAKANG
Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten yang masyarakatnya tinggal dan

berkumpul dalam satu wilayah dengan jarak yang cukup jauh untuk setiap tempatnya.
Sehingga untuk memberikan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan dan informasi
mengenai pajak daerah maka diperlukan papan informasi yang mudah dilihat dan dibaca
untuk diketahui.

Kegiatan ini juga merupakan upaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta
meningkatkan kesadaran mereka dalam hal membayar pajak. Pesan yang disajikan
dalam bentuk Display Baliho Banner dan Banner serta melalui media massa cetak agar
pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah daerah tersampaikan kepada masyarakat

selaku wajib pajak.

B. TUJUAN
Tujuan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah adalah memberikan

informasi dan pemberitahuan kepada masyarakat tentang kebijakan pajak daerah.

C. DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
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3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 16

D. SASARAN
Sasaran Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah adalah Aparatur,

Masyarakat Lampung Barat, Wajib Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 bulan dari Bulan Januari — Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatanan
Kebijakan Pajak Daerah

Februari 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Penyuluhan dan Penyebarluasan

No

Uraian

TAHUN 2025

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

1

Rapat TIM
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK) K

Penyusunan
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)

Rapat Tim
virifikator
dan
Monitoring
Kerangka
Acuan Kerja
(KAK)
Perangkat
Daerah

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat.

G. PENERIMA MANFAAT

Sasaran Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah adalah
Aparatur, Masyarakat Lampung Barat, Wajib Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat.
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatanan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah meliputi :

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatanan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Samesier | Semester 1|
Kode Rekening Uraian Anggaran Tabwn Ind Total RAK Trisauian § Trissulamn 1l Triveulan (11 Triandan v
Januan Febnuari Marel april Kasl Juni Juil Agushrs | Saplember Okinber Mowember Desember

21 EBELAMJA OPERASI 120.728.000,00| 126.720.000,00 0,00 1Z.750.000,00( 0,00 40.320.000,00| B8.5300.000,00| 33.030.000,00| Z.0°58.000,00 0,00 1.030.000,00| 13.000.000,00| 11.400.000,00 0,00
Belanja Barang dan

.02 120.728.000,00| 126.720.000,00 0,00 1Z.750.000,00( 0,00 40.320.000,00| B8.5300.000,00| 33.030.000,00| Z.0°58.000,00 0,00 1.030.000,00| 13.000.000,00| 11.400.000,00 0,00
Jasa

1020 Eelanja Barang 43 .478.000,00 43.478.000, 00 0,00 0,00 0,00| &0.320.000,00 [ ] 0:30.0:00.,00| Z.0°58.0:D0,00 0,00 | 1.030.00:0,0:0 0,00] 1.400. 000,00 0,00
Eelanja Barang Pakail

102090 43 .478.000,00 43.478.000, 00 0,00 0,00 0,00| &0.320.000,00 [ ] 0:30.0:00.,00| Z.0°58.0:D0,00 0,00 | 1.030.00:0,0:0 0,00] 1.400. 000,00 0,00
Habls
Baslana Alal'Bahan

S.1.02.01.01 0024 |unbui Kesgialan Fanbor- 10.7 30,000, 00 18.730.000,00 0,00 0,00 0,00| 14.400.000,00 0,00 0,00 1.30:0.000,00 0,00 1030000, 00 0,00 [xKlx] 0,00
Alat Tulls Kantor
Bslania Alal'Bahan

5.1.02.01.01.0025 |unbuk Kesgiatan Fanbor- 1.3040.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 B350, D0, O 0, 00 0,00 3,00 0,00 B0.000,00 0,00
Herias dan Cover
E=lania AlatiBahamn

5.1.02.01.01. 0030 |wnbulk Kesgiatan Fanbor- 25.330.000, 00 Z5.820.000,00 0,00 0,00| 0,00| Z3.820.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 3,00 0,00 000 0,00
Bahain Cetak
Ba=lania Alal'Bahan

5.1.02.01.01 0073 |untuk Kegialan Fanbor- 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 To0. 000, 00 0,00 0,00 0,00 TS0.000,00 0,00
Eahan Komgpuisr

5.1.02.02 |BEIin]a Jasa 60.000.000,00 &0, 300000, 00 0,00 0,00 0,00 o,00 0,03 33.000.000,00 0,00 0,00 0,0 13.0:00.000,00| 10.000.000,00 0,00

31020204 Eelanja Jasa Kanfor 80.000.000,00 &0, 00000, 00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,03 33.000.000.00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00| 40.000.000,00 0,00
Eslarja Jasa

5.1.02.02.01 0055 | dan/Reklame, Film, 80.000.000,00 E0.000.000,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00] 33000, 000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00| 40.000.000,00 0,00
dan Pemotretan
Eelanja Perfalanan

S.1.02.04 21.230.000,00 21.Z50.000, 00 0,00| 1Z.750.000,00| 0,00 0,00] 8.300.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 (Xl 0,00
Dinas

__
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Belanja Perfalanan
1020401 21.250.000,00 21.Z250.000,00 0,08 1Z.750.000,00| 0,00 0,04 8.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
Dinas Dalam Meger

Eslania Pesjalanan
5.1.02.04 . 01.0001 21 230.000,00 21.Z2300000,00 0,00| 42.750.000,00( 0,00 0,00] 9.500.000,00 0,00 O, O 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
Dinxs Blasa

Eslania Pesjalanan

S.1.02.04.01.0003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00
Dinas Dalam Koda

JUMLAH ALOHASI HAS YANG

128.728.000,00| 128.728.000,00 0,00 127T50.000,00( 0,00| 40.3200000,00) B8.300.000,00] 335.0:50.000,00| 2.0:58.0:00,00 0,00] 1.030.000,0:0| 15.000.000,00] 11400 000,00 0,00
TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN
JUMLAH ALOHASI HAS YANG
TERSEDIA DARI BELAMNJA PER 120.728.000,00| 120.728.000,00 2.7 300000, 00 B4.470.000,00 3108000, =0 Z0.400.000,00
TRIWULAN
JUMLAH ALOHASI KAS YANG
TERSEDIA DARI BELANJA PER 120.728.000,00| 120.728.000,00 B7.220.000,00 Z0.508.000,00
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi

pembangunan daerah

J. KELUARAN
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak

Daerah.
K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub

Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah tahun 2025.

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
PPTK Bidang Kepala Sub Bidang
HETINS Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daeah

APRIDA, S.Sos.
NIP. 19810401 201001 2 007
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB. KEGIATAN ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH SERTA
PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN ANGGARAN 2025
Tahun Perencanaan ;2025
Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Urusan / Bidang Urusan :  Unsur Penunjang/Keuangan
Program :  Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Program :  Persentase realisasi PAD 100%
Persentase realisasi PBB 100%
Kegiatan :  Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase realisasi PAD 100%
Persentase realisasi PBB 100%
Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta

Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan : 4 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Untuk mengoptimalikan pemungutan Pendapatan Daerah adalah dengan melakukan upaya
penagihan pajak daerah, retribusi daerah serta PBB diwilayah Kabupaten Lampung Barat. Upaya
penagihan ini tentunya tak terlepas dari permasalahan yang memerlukan pemecahan secara

komprehensif.

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam upaya penagihan PAD maka diperlukan suatu
Tim Terpadu Intensifikasi PAD yang beranggotakan lintas dinas/instansi, sehingga diharapkan
pemecahan atas permasalahan tersebut dapat menyeluruh. Demi kelancaran pelaksanaan tugas Tim
Intensifikasi dimaksud maka diperlukan suatu sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak

Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026.

B. TUJUAN

1. Tujuan
Tujuan sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan

Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah :

e Realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan (PBB)
yang optimal.

e  Terselesaikannya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam upaya penagihan pajak
daerah dan retribusi daerah.

e  Meningkatnya kesadaran masyarakat selaku wajib pajak untuk melaksanakan

kewajibannya.

C. DASAR HUKUM
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3078 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi, Pemutakihran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 374);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor

1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak
Daerah adalah aparatur perangkat daerah, Masyarakat Kab. Lampung Barat dan Wajib PBB Kab.
Lampung Barat.

Kerangka Acuan Kerja Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2



E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dalam penyusunan kerangka acuan kerja.
Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

UraianRincian | Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Kegiatan 1203 4 | 1]2[3] 4 (1123 4 [1|23] 4 [1|2/3] 4 [1]2/3] 4 |1]2/3] 4 |1]2[3 4 |12|3] 4 |[12/3 4 |12/3] 4|12 34

Pengolahan
data
potensiPendap
atanAsli
Daerah (PAD)
Kabupaten
Lampung
Barat Tahun S \f A Y A v \f Y \ \ A A
2026,
sekaligusmela
kukanklasifik
asiterhadap
data
potensitersebu
t

Menggaliinfor
masisebanyak

banyalatyatent | y J J J y y J y y i 3

angpermasala
han-
permasalahan
yang ada

Melakukankla
sifikasipermas
alahan- v y v y v v y y v v y y
permasalahan
yang ada

Rapatuntukme
nyelesaikanpe
rmasalahan- S \ S \ \ \ \ y \ \ y \
permasalahan
yang ada

Melakukanpe
ninjavaslapan | - y v y v v y v v v v v
ganuntukmen
gumpulkaninf

|
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ormasiseputar
permasalahan
yang dihadapi

Melakukan
Upaya v y y v v y v v y y v v

penyelesaian
permasalahan

Melakukan
monitoring
dan evaluasi
atas
pemungutan
PAD
Kabupaten y v v v v y v y y v v v
Lampung
Barat dan
melaporkan
hasilnya
kepada Bupati
Lampung
Barat

|
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F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD Kabupaten Lampung Barat akan dilaksanakan di
Kabupaten Lampung Barat.

G. PENERIMA MANFAAT
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

1. Para pengambil kebijakan

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penanggungjawab Pendapatan Asli Daerah

3. Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS
Pagu Anggaran Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah bersumber dari APBD Kabupaten

Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Samesier | Semester ||
Kpds Rekening Uratan Anggaran Tahum I Tiotal RAK Trivauian | Triarutan 11 Tiriwian 1 Triveulan 1%
Jaraar Febnuar Bared Al Aei Jani Judi Agusius Seplemibesr Chatobeer Hioremiber | Desemiber

3.1 BELANJA OPERASI| 0.7 54, 000,00 | 238.734.000,00 | 34, TTE.730,00| 9.845.730,00] 0.00] 12 9T 730,00 10006408, TR, 00| 111.291. 730,00 | 1.2.8T3.730,00| 1.0:00.000,00 0,00 17.734.750,00 | 3.84.3.7 30,04 0,00
Belanja Barang dian

3.1.02 J 0.7 54,000,000 | 238.734.000,00 | 54, TTE.730,00] 9.845.730,00] 0.00] 12 9T 730,00 1000640, TH,00| 111.291. 730,00 | 1.2.8T3.730,00| 1.0:00.000,00 0,00 17.734.7°50,00 | 3.84.2.7 30,04 0,00

asa

5.1.02.04 Belanja Barang 240504.000,00) 24.%081.000,00) £ 20300000 0,04| 0ulD| T.085.000,00) 4000043000 0,00 3233000 ,00| 1.0:00.000, 00 0| B.083.000,00 0, 0d)) 0, 0i
Belanja Earang Faka

5.1.02.001 001 24501 .000,00) 34081 .000,00) &£ 200.0:00,00 0,00| D00] T.035.000,00) 1000040000 0,00| 3220 000,00] 1000000, 00 0,00| 3.083.000,00 0, Dl 0, i
Hakbis
Betanja AlatBahan

5.1.0Z2. 0130100024 | uniuk Kegialan Kanior- 01 DDiD 00 .0ud ] D0 00| 20680 0a00,00 0,00| D000 0,00 1000, DaiD, 00 0,00 1004 000 ,00] 1000000, 00 0,00 1,000 000,00 0, Dl 0, i
Al Tuls Kanior
Belanja Alal'Bahan

5.1.02.01.001.00025| unhuk Kegialan Kamior- 2500.000,00] 2.800.000,00 B30.000,00 0,00] 000 B80.000,00 ek ] 0,00 030,000 ,00 0,00 o.oa 630.000,00 0,00 0,00
Kertas dan Cover
Belanja Alal/Bahan

3.1.0Z2.01.30 10005 | uniuk Kegialan Kamior- 3040, D00 00 2300, 000,00 1.372.000,00 0,00) C00) 1.375.000,00 0,00 0,00  1.372.000 00 0,00 O,00| 1.373.000,00 0, D 0, i
Eaham Kompeaier
Belanja Makanan dan

5.1.0Z2. 011001 00E52 .72 DD, 00 B0 0D, D 0,00 0,00) D00) &4 548000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4380000 ,00 0, Dl 0, i
Minuman Rapat

3.1.02.02 Belanja Jaza 400000, 000,00) 40,000, 000,00 40, 000.0:00,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Betanja Jasa

5.1.0Z.02.008 KonsuRansi Ron S0 D00 OG00S0 0a0N0 00D, O | <0000 0a030, 00 0,00| D000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dl 0, i
Konsiruksi

5.1.0Z.02 08,0001 2| Belanja Jasa S0 D00 D000 S0 0a00 DD, O | a0 000 0a030, 00 0,00| D000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dl 0, [0
KonsuRans Beronentas!
Layanan-Jasa Studl
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Pensifan dan Banhsn
Teknik
Belanla Perjalanan
310204 ATZ 083,000, 00| 172.083.000,00| 10.314. 750,00 5.845.730,00| 0.0D| 5843 750,00| 5648 70D 191 F51.750, 00| S.043 750,00 0, 0| B.045.750,00 | 3843 730,00 [l
Dinas
Betanja Perjalanan
5.1.02.04 001 172.083.000,00| 172.093.000,00] 10.314. 730,00 5.845.750,00| 0.00| 5.243730,00| 9.545.730.00( 111.251.730,00 59.045.750,00 0,00 0.00] 9.045.730,00 | 3.243.750,00 0,00
Dinas Dalam Kegeri
Betanja Perjalanan
3,102 0 001 00001 132.193.000,00| 132 123.000,00) 5.043.730,00( 3.843.750,00| 0,00 5.243.730,00| 5.543.730,00] 111.291.730,00( 3.043.730,00 0,00 D00] 5.943.730,00 | .043.7530,00 [EIEE
Dinas Bilxsa
Betanja Perjalanan
3,102 04001, 00003 19.595.000,00| 15.293.000,00] 4.071.000,00 3.2040.000,00| 0,00 0,00| 3.500.000,00 0,00| 3.50e.000,00 0,00 D00]  3.000.000,00 0,00 [EIEE
Dinas Dalam Kofa
3.2 BELAN.A& MODAL 49 550.000,0D0]  41_350.000,0:0| 41330000, 00 0,0 0.0 o,00 0,00 0,00 0,00 0, D 0,00 0,00 [l
Belan]a Modal
3.2.02 41.530.000,00] 41.330.000,04| 41.330.0:00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,040 0,00 0,00 3,00
Peralatan dan Mesin
Belan]a Modal
3.2.02.10 41.530.000,00] 41.330.000,04| 41.330.0:00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,040 0,00 0,00 3,00
Komputer
Belanja Modal
5. 202 10001 41.550.000,00] 49.550,000,00| 41350 000,00 0,00 D00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, o 0,00 0,00 0,00 s, i
Komputer Uit
Belanja Modal Personal
3. 202 10.001.00002 33.000.000,00| 33000 000,00 33.000. 000,00 0,00 000 0,00 {ela ] o.o0 0,00 0,00 el ] 0,00 0,00 0,00
Compurier
Belanja Modal
5202 10.001.00003 A.5530.000,00) 3.350.000,00] 5.590.000,00 0,00 000 0,00 {ela ] 000 0,00 0,00 ooa 0,00 0,00 0,00
Homputer Linit Lainnga
Belanja Modal Aset
3.2.08 0,00 0,00 oo0n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,040 0,00 0,00 3,00
Ladnrya
Belanja Modal Asef
3.2.08.01 Lainmya-aset Tidak 0,00 0,00 oo0n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,040 0,00 0,00 3,00
Berwujud
Belanja Modal Azet
3.2.00.01.001 oo0 0,00 0,00 0,00 D000 0,00 oo0 0,00 0,00 0,00 o0 0,00 0,00 [EIEE
Tidak Berwujud
Belanja Modal Aset
3. 2.00.01.001, 00005 Tidak Banwaupud- oo0 0,00 0,00 0,00 D000 0,00 oo0 0,00 0,00 0,00 o0 0,00 0,00 [EIEE
Gofteare
JUMLAH BLOHAB] KAS YANG TEREEDIA
ITE304.000,00| 278304, 000,00 =06.329. 750,00 5.845.730,00| 0,00] 12.8238.750,00 | 100648, THL00| 111.291.730, 00| 12.8T5.730,00| 1.0:00L000, 043 0,00 17.734. 730,00 | .84.32.730,00 0,00
DAR] BELAHJA PFER BULAN
JUMLAH &1L OHABR] KAR YANG TEREEDIA
2TE 304. 04040, 00| 278304 000, 0 A0S STH. W, 0D 34 _E70.230, DD 3. E75. T30, 00 23.3TE 300,00
DAR] BELAMNJA PER TRIWULAMN
JUMLAH &1L OHABR] KAR YANG TEREEDIA
2TE 304. 04040, 00| 278304 000, 0 240 E48 T, DD 374354 230,080

DARI BELAMN.JA FER SEMEETE




I. DATA DUKUNG
1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024
3. Keputusan Menteri Dalam Negerin Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil,
Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pwmutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

J. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah adalah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta
Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah.

K. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (terms of reference) ini merupakan acuan untuk melaksanakan sub
kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026. Apabila dikemudian hari
ternyata terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini, maka akan

dilakukan perubahan dan perbaikan.

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
PPTK Bidang Fungsional
Hpa St Analis Keuangan Pusat Dan Daerah

FEBRI LEDIYAN, S.Si.

NIP. 19790128 200003 1 002 NIP. 19890222 201101 2 001

- |
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL
AKIBAT PENGELOLAAN KAS PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN

PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan
Nama Perangkat Daerah
Urusan / Bidang Urusan
Program

Indikator Program

Target Indikator Kinerja Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan
Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

2025

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat

Unsur Penunjang / Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat
waktu

100 %

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Jumlah Buku Piutang Pendapatan Daerah Kabupaten
Lampung Barat

1 Dokumen

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang
Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai
Optimalisasi Kas

Jumlah Buku Piutang Pendapatan Daerah Kabupaten
Lampung Barat

1 Dokumen

Salah satu upaya optimalisasi pemungutan Pendapatan Daerah adalah dengan melakukan

penatausahaan pendapatan daerah secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Penatausahaan pendapatan yang baik merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pendapatan yang accountable dan

transparan.

Untuk mewujudkan tata kelola pendapatan yang baik tersebut maka dianggap perlu untuk

melaksanakan kegiatan Penatausahaan pendapatan daerah dan piutang pendapatan daerah.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyiapkan data piutang pendapatan Kabupaten

Lampung Barat.

B. TUJUAN

1. Tujuan

Tujuan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul

Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang

Daerah sebagai Optimalisasi Kas Tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat adalah :
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e Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e Sebagai bahan evaluasi pembinaan terhadap pengelolaan pendapatan daerah
pada masing-masing organisasi perangka daerah penanggung jawab
pendapatan.

e Memberikan data tentang piutang pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026

DASAR HUKUM

l.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3078 Tahun 2020

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakihran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali
Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
374);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor 391);

SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul

Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah
sebagai Optimalisasi Kas adalah OPD yang memiliki Pendapatan Daerah.
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E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Sub kegiatan kegiatan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan

dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas alam penyusunan kerangka acuan kerja.
Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub kegiatan kegiatan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan

analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas alam penyusunan kerangka acuan kerja.

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

No

UraianRincianKegiatan

2|3

213

2

3

2

3

1

2

3

4

2

3

1

2

3

4

1

2

3

Menginventarisirsumber-sumber
data yang MR
diperlukanuntukkegiatanini

Melakukanverifikasidanvalidasiatas
laporanpertanggungjawabandanlapo

ranpiutangpendapatandarimasing- V|V V| V| R N VA R R V|V V| A NI, NI,

masingbendaharapenerima

Pengolahan data
berdasarkanrekapitulasiataslaporanr
ealisasianggarandandaftarpiutangpe N N V|V R MR N R V[V V|V R MR
ndapatandaerahdarimasing-
masingorganisasiperangkatdaerah

CetakLaporanRealisasiAnggaranPe
ndapatan Daerah Kabupaten
Lampung Barat
danBukuPiutangPendapatan
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TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai

Optimalisasi Kas akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat.

PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

2. Para pengambil kebijakan

3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penanggungjawab Pendapatan Asli Daerah

4. Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

|
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub kegiatan kegiatan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan

analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub kegiatan kegiatan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis
pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas

DARI BELANJA PER SEMESTE

Semester | Semester Il
Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini Total RAK Triwulan | Triwulan Il Triwulan 11 Triwulan IV
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli Agustus September Oktober Movember Desember
51 BELANJA OPERASI 26.836.000,00 26.836.000,00 0,00 0,00 0,00 000( 000 0,00 000 7.539.000,00 1.000.000,00 7.527.000,00 4.550.000,00 6.220.000,00
Belanja Barang dan
5.1.02 i 26.836.000,00 26.836.000,00 0,00 0,00 0,00 000( 0000 0,00 000 7.539.000,00 1.000.000,00 7.527.000,00 4.550.000,00 6.220.000,00
asa
5.1.02.01 Belanja Barang 26.836.000,00 26.836.000,00 0,00 0,00 0,00 000( 000 0,00 000 7.539.000,00 1.000.000,00 7.527.000,00 4.550.000,00 6.220.000,00
Belanja Barang Pakai
5.1.02.01.001 Hat 26.836.000,00 26.836.000,00 0,00 0,00 0,00( 000( 000( 000 000 7.539.000,00 1.000.000,00 7.527.000,00 4.550.000,00 6.220.000,00
ahis
Belanja Alat/Bahan
5.1.02.01.001.00024 |untuk Kegiatan Kantor- 12.426.000,00 12.426.000,00 0,00 0,00 0,00( 000( 000( 000 0,00 2.719.000,00 1.000.000,00 2.707.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00
Alat Tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan
5.1.02.01.001.00025 |untuk Kegiatan Kantor- 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00( 000( 000( 000 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.050.000,00 0,00
Kertas dan Cover
Belanja Alat/Bahan
5.1.02.01.001.00029 |untuk Kegiatan Kantor- £.300.000,00 £.300.000,00 0,00 0,00 0,00 000( 0,00( 000 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
Bahan Komputer
Belanja Makanan dan
5.1.02.01.001.00052| 4.860.000,00 4 860.000,00 0,00 0,00 0,00( 000( 000( 000 000 1.620.000,00 0,00 1.620.000,00 0,00 1.620.000,00
Minuman Rapat
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA
26.836.000,00 26.836.000,00 0,00 0,00 0,00 000( 000 0,00 000 7.539.000,00 1.000.000,00 7.527.000,00 4.550.000,00 6.220.000,00|
DARI BELANJA PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA
26.836.000,00 26.836.000,00 0,00 0,00 8.539.000,00 18.297.000,00|
DARI BELANJA PER TRIWULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA
26.836.000,00 26.836.000,00 0,00 26.836.000,00|
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I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

3. Keputusan Menteri Dalam Negerin Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pwmutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

J. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah
yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan
Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Daerah adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan
Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.

K. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (ferms of reference) ini merupakan acuan untuk melaksanakan Sub
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai
Optimalisasi Kas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026. Apabila dikemudian hari ternyata
terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini, maka akan dilakukan

perubahan dan perbaikan.

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
PPTK Bidang Fungsional
: i Analis Keuangan Pusat Dan Daerah

FEBRI LEDIYAN, S.Si.
NIP. 19790128 200003 1 002 NIP. 19890222 201101 2 001

|
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB. KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan : 2025

Nama Perangkat Daerah :  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat

Urusan / Bidang Urusan :  Unsur Penunjang/Keuangan

Program :  Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Program :  Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Optimal

Target Indikator Kinerja ;100 %

Kegiatan

Kegiatan :  Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Indikator Kinerja Kegiatan :  Buku Rancangan Anggaran Pendapatan, Buku Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan

Target Indikator Kinerja 4 Dokumen

Kegiatan

Sub Kegiatan :  Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Indikator Kinerja Kegiatan :  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran
Pendapatan

Target Indikator Kinerja Sub : 4 Dokumen

Kegiatan

A. Latar Belakang

Pendapatan adalah salah satu unsur penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah-Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lampung Barat. Untuk mendapatkan APBD yang
baik maka diperlukan juga penyusunan anggaran pendapatan yang akurat, dan sesuai dengan
potensi yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat.

Dalam rangka menyusun anggaran pendapatan yang akurat dan mutakhir harus
memperhatikan data potensi pendapatan daerah dan pencapaian realisasi pendapatan daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Dengan anggaran pendapatan yang akurat maka
diharapkan dapat dijadikan dasar/patokan penentuan besarnya anggaran belanja Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2025.

Untuk mendapatkan Rencana Anggaran Pendapatan yang akurat maka dianggap perlu untuk
melaksanakan kegiatan Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan (Penyusunan PAD)

Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan Tahun 2025.

B. TUJUAN

1. Tujuan
Tujuan Kegiatan Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten

Lampung Barat adalah :
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e Tersusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Lampung Barat yang Akurat sesuai dengan potensi yang ada yang menjadi bagian
tak terpisahkan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025;

e Tersusunnya Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat
yang Akurat sesuai dengan potensi yang ada yang menjadi bagian tak terpisahkan
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2025.

C. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3078 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakihran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali
Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
374);,

. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor 391);

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan adalah aparatur
perangkat daerah yang ada lingkungan pemerintah daerah kabupaten Lampung Barat.
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E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Sub Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan melaksanakan dan memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyusunan kerangka
acuan kerja.

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

UraianRincianKegiatan

Januari

Februari

Maret

April

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Menginventarisirdanklarifikasipermasalahan
yang dihadapi

Penyusunan Draft
BukuRancanganPerubahan
AnggaranPendapatan Daerah Tahun 2026
dan Anggaran PAD 2027

Rapat Pembahasan Draft
RancanganPerubahan AnggaranPendapatan
Daerah Tahun 2026 dan Anggaran PAD
2027

Penyusunan Draft Akhir
BukuRancanganPerubahan
AnggaranPendapatan Daerah Tahun 2026
dan Anggaran PAD 2027

Rapat Pembahasan Draft
AkhirRancanganPerubahan
AnggaranPendapatan Daerah Tahun 2026
dan Anggaran PAD 2027

Cetak BukuRancanganPerubahan
AnggaranPendapatan Daerah Tahun 2026
dan Anggaran PAD 2027

- |
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F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Kabupaten Lampung Barat

akandilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat.

G. PENERIMA MANFAAT

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

2. Para pengambil kebijakan

3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penanggungjawab Pendapatan Asli Daerah
4

. Masyarakat Kabupaten Lampung Barat
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun

Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Semester | Samaster Il
Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini Total RAK Triwulan | Triwdan I Triweulan Il Trewulan IV
Januari Februari Maret Apri Me: Juni Juli Agusius Saptamber Okiober | Movember | Desember

51 BELANJA OPERASI 03.147.00000 92.14700000] o00] 2303000000( o00( 42B1oo0p0| 23755.00000{ 0.00] 1707500000 000 zzeoroooco| ool 180500000 0,00

5.1.02 f“"’m"ﬂm"gd“" 93.147.00000| 934700000 000| 2303000000 000 488100000 23755.00000| 0.00| 1707500000 o00| zzeoroooco| o0 1.805.00000 0,00
53

5.1.02.01 Belanja Barang 1e077.00000 1eo77oonpo| ooo| 170500000) o000 4sBiooop0|  2.430.000,00] 0.00 opo| opo| 72s6ooop00] 000 10500000 0,00
Belanja Barang Fakai

5.1.02.01.001 HE:"-a e 107700000 teor7ooopo| ooo| 170so0000| opo| 4mmiooopo|  2430.00000| 000 0po| opo| 725600000  ooo| 10500000 0,00
=]
Belanja Alat/Bahan

5.1.02.01.001.00024| untuk Kagistan Kanior- grrrooo0| e7r7ooopo| ooo|  sooooopo| o00| 357600000 0,00 0.00 opo| oo0| 420100000  oo0|  s00.000.00 0,00
Alat Tulis Kantor
Eefanja Alat/Bahan

5.1.02.01.001. 00025 untuk Kagistan Kanior- 17000000 174000000 ooo|  seoooopo| ooo|  sec.conpo 0,00 0.00 opo| 000 ooo| 000 580.000,00 0,00
Kertas dan Cover
Belanja Alat/Bahan

5.1.02.01.001. 00027 | untuk Kagistan Kanior- wooo000 20000000 o0 000| 000  100.000,00 0,00 0.00 opo| 000 ooo| o0 100.000,00 0,00
Benda Pos
Belanja Alat/Bahan

5.1.02.01.001.00029| untuk Kegistan Kanior- 2500000000 2500000000 o000  eesoooo| 000 62500000 0,00| 0.00 0po| opo|  e2sooop00| 000 62500000 0,00
Bahan Kompuier
Belanja Makanan dan

5.1.0201001.00052 apa000000|  48e000000| 000 000| 0,00 000  2.430.000,00| 0,00 ooo| ooo| 243000000 000 0,00 0,00
Minwuman Rapat
Balanja Perjalanan

5.1.02.04 o 75.070.00000 7507000000 000 21325000000 000 000 21325.00000| 0,00| 17.075.00000| 000| 15345000000 000 0,00 0,00
inas
Belanja Peralanan

5.1.02.04.001 ST 7507000000 7507000000 000| 213z5000000 o000 000\ 2132500000| 000| 1707500000 000 155000000 000 0,00 0,00
Dinas Dalam Mager
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5.1.02.04.001 0pog1| =orea Peralanan sos0000000| sosooooopa| ooo| 17omocoooo| 000 00| 17oooo0000| 00| 1z7sooonpo|  opo| 1z7soooooo| oo 0,00 0,00
Dinas Biasa
Belanja Parjal
5.1.02.04.001.00003{ S enEn 1557000000 1557000000 o000 43rsoongo| o000 poo| 432500000000 4azsooopo| oo 2sesoonoo| oo 0,00 0,00
Dinas Dalam Kota
JUMLAH ALDKASI KAS YANG TERSEDIA
DARI A PER BULAN 314700000 9314700000 o000 23030000000 op0| 4se100000 23755.00000|0.00| 1707500000 o00| 2260100000 o000 180500000 0,00
JUMLAH ALDKASI KAS YANG TERSEDIA
83.147.000,00(  93.147.000,00 23.030.000,00 26.636.000,00 30.676.000,00 1.805.000,00
DARI BELANJA PER TRIWULAN
JUMLAH ALDKASI KAS YANG TERSEDIA
83.147.000,00(  93.147.000,00 51.666.000,00 41.481.000,00
DARI BELANJA PER SEMESTE
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

3. Keputusan Menteri Dalam Negerin Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pwmutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

J.  KELUARAN
Keluaran dari pelaksanaan Sub Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan adalah Buku
Perubahan PAD dan Buku Anggaran PAD.

K. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (terms of reference) ini merupakan acuan untuk melaksanakan
kegiatan Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2025. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang belum diatur

dalam Kerangka Acuan Kerja ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
PPTK Bidang Fungsional

Analis Keuangan Pusat Dan Daerah

FEBRI LEDIYANI, S.Si.
NIP. 19790128 200003 1 002 NIP. 19890222 201101 2 001
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan o 2025
Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Urusan / Bidang Urusan : Unsur Penunjang/Keuangan
Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Program : Persentase realisasi PAD 100%

Persentase realisasi PBB 100%
Kegiatan :  Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase realisasi PAD 100%

Persentase realisasi PBB 100%
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Retribusi Daerah

Target Indikator Kinerja Sub : 8 Laporan

Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah terhadap kewajiban perpajakan, maka
perlu dilakukan upaya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Usaha Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dilakukan dalam rangka memastikan keakuratan laporan wajib pajak daerah dengan kondisi
yang sebenarnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat saat ini banyak wajib pajak yang

belum memberikan laporan pajak daerah sesuai dengan kondisi yang ada.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saat
ini sangat diperlukan, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam proses pembuatan
laporan pajak daerah sesuai dengan ketetuan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan
dengan melibatkan dinas/instansi terkait sehingga proses pengendalian, pemeriksaan dapat

lebih maksimal.
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B. TUJUAN

l.

Tujuan
Tujuan sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah :

e Mewujudkan laporan pajak daerah dari wajib pajak yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

e Memastikan pelaporan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya.

e Meningkatnya kesadaran masyarakat selaku wajib pajak untuk melaksanakan

kewajibannya.

C. DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3078 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakihran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
374);

. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor 391);

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah Wajib Pajak Daerah yang berada di
Kabupaten Lampung Barat.

Kerangka Acuan Kerja Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2



E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penyusunan kerangka acuan kerja.

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Uraian Rincian

No .

Kegiatan
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Rapat Evaluasi
NNV N N VN NV N Y NV N Y

2 Monitoring Pajak
Dacrah VIV N I R I S I R I S I R I
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F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lampung Barat akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat.

G. PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

2. Para pengambil kebijakan
3. Wajib Pajak Daerah
4. Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.
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H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Samesier | Semesier I
Anggaran
Kode Rekening Uraian Total RAK, Triweulan | Triwdan i Tiriwulan Triwulan PV
Tahun Iri
Jaruari Febnuan Maret Agril el Juri Juil Agustus Seplember = FMovember | Dessmber
31 EELAM.JA OFERAEI| 237.268.000,00| 37208000, 00| 14.673.00:0, 30 0,00] £2.125.000,00 |4 _20:6.000,00 | 11.260.000,00| 8.300.000,00 | 16.098.000,002.430.000,00 |[17.000.000,00| 123.12€.000, 30 |4.250. 000,00 | 5300000, 00
Eelanja Barang dan
3102 237.268.000,00| 37208000, 00| 14.673.00:0, 30 0,00] £2.125.000,00 |4 _20:6.000,00 | 11.260.000,00| 8.300.000,00 | 16.098.000,002.430.000,00 |[17.000.000,00| 123.12€.000, 30 |4.250. 000,00 | 5300000, 00
Jasa
S102.0 Eelanja Barang 21.238.000,00| 21.932.000,.0:0| 1.842 000,00 0,00 0,00 |4 204.000,00 0,00 0,00] 11.842.000,00|2.430.000, 00 0,00) 1.528.000,00 oo 0,00
Be=lanja Barang Fakai
5.1.02.01.001 21.838.000,00| 21.9338.000,00| 1.545.000,00 0,00 0,00 |4 204.000,00 0,00 0,00] 11.345.000,00|2.430.000,00 0,00 1.828.000,00 0o 0,00
Hakbis
Belanja AlatBahan
5.1.02.01.001.00024 | wriuk Keglatan Kanbor- 4.670.000,00| 4.0675.000,00| 1.283.000,00 0,00 0,00 |1.121.000,00 0,00 0,00| 1.283.000.00 0,00 0,00 B71.000,00 0o 0,00
At Tulls Kansor
Eslanja Alat/Bahan
5.1.02.01.001.00025| wriuk Hegiatan Kanbor- 2.220.000,00| 2.220.000,00 3045000, 00 0,00 0,00 S53%3.000,00 0,00 0,00 335.000.00 0,00 0,00 S35.000,00 0o 0,00
Kertas dan Cower
Eslanja AlatBahan
5.1.02.01.001.00027 | wriuk Hegiatan Kanbor- 200.000,00 200000, 00 0,00 0,00 D,00| 10:0.000,00 0,00 0,00 OO0 0,00 0,00 100000, 00 ogo0 3,00
Benda Fos
Eslanja Barang unhuk
5.1.02.01.001.00038 | DjualDiserahkan 10.000.000,00| 10000000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,joo 0,00
kepada Masyaraial
BEslanja Makanan dan
5.1.02.01.001.00032 4.550.000,00] 4.580.000,00 0,00 0,00 0,00 |2.430.000,00 0,00 0,00 0,00 2.430.000,00 0,00 0,00 0o 0,00
Minuman Rapai
102032 Eelanja Jasa S3.700.000,00| 33700000, 00 o, 0 0,040] 9.300.000,00 0,00 0,04)8.3040.000,00 0,20 0,06 | 5.300.000,00) 10.5000000, 00 0,00 5. 300,000, 0
5.1.02.02.001 Belanja Jasa Hanior 53.700.000,00] 33700000, 00| 0,00 0,00| 9.300.000,00 0,00 0,00 8.30:0.000,00 OO0 0,00 9.300.000,00| 18.500.000,00 0,00|8.300.000, 00
5.1.02.02.001.00003 | Hororanum 18.500.000,00] 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OO0 0,00 0,00| 16.500.000,00 ogo0 3,00
Marasumber atau
Pambahas, Modarator,
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Pembawa Acara, dan

Fanitia

02.02.001.00004

Homararkum Tim
FPelaksana Kagiatan
dan Sekrelariai Tim

Felaksana F=giatan

7. 200.000,00

37. 200,000, 00|

0,00

0,00

9.2:00.000,00

0,00

0,00

5.300.000, 00

0,00

0,00

9.300.000,00

0,00

0,00

5. 300,000, 00

Belanla Perjalanan
Dinas

34,81 0000, 00

34,0 110,000 , 0D

12 833000, =D

12.E23.000, 00

11.580.000,00

4230 000,00

0,00

‘8.3:00.000,00

0,00

4250 000,00

0,00

oa1

Eelanja Perjalaran

Dinas Dalam Meger

5. 590.000,00)

348400000, 00|

12.925.000,00

0,00

12.825.000,00

0,00

11.6:50.000,00

0, O

230 000,00

0,00

4.5:00.000,00

0,00

™

250 DOy, O

0,00

02.04. 00100001

Belanja Perjalaran

Dinas Biasa

42.500.000,00

42 300,000, 00

8.300.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

230.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

T

2150, DO, 00

0,00

0204 00100003

EBslanja Perjalaran

Dinas Dalam Hota

1Z.110.000,00/

1211900000, 00

4325000, 00

0,00

000,00

[}

0,00

3.4:50.000,00

O, O

On, O

0,00

a,00

0,00

0,00

2.1.02.03

Belanja Uang dandatau
Jasa untuk Diberikan
kepada Plhak
Hetlpa'Plhak

LalniMasyarakat

107. 000000, 00

A0T D00, 000, 0:0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10T 00000, D

0,00

0,0

5.1.02.05.001

Eslanja Uang yars
Dmerikan kspada Plhak
FetgaP ok

Lakvklasyarsical

107. D00.000,00

107 000000, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

O, O

On, O

0,00

i07.000.000,00

0,00

0,00

5.1.02.03.009 00002

Eelanja Pergargaan

atas Suabu Prestas|

107 . 000,000,000

107 00000, D)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, O

0, D0

0,00

0,00

107 .O00.000, 00

0,00

0,00

JUNILAH ALDHAS] AT YANG TERSEDIA
DARI BELAMJA PER BULAN

237.268.000,00

3T 208000, 00

14673000, 00

2 125,000, 00

|4 _20:46.000,00

11.260.000,00

‘8.30:0.0:00, 00/

10.088.000,00

2.430.000,00

17.8:00.000,00

1Z3AZ26.000, 0

4. 250 00,00

‘B E00.000, 30

JUMILAH ALOKAS] HAS YANG TERSEDIA
DARI BELAMJA PER TRIWULAN

237.208.000,00

ZIT 208.000,0:0

23.4040.000,00

138 5TE.000, 00

JUMILAH ALOKAS] HLAS YANG TERBEDIA
DARI BELAMJA PER BEMESTE

237.268.000,00

3T 208000, 00

A7 004 000, D=0
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

3. Keputusan Menteri Dalam Negerin Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pwmutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

J. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan Sub Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jumlah Laporan Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

K. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (terms of reference) ini merupakan acuan untuk melaksanakan sub
kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Apabila dikemudian
hari ternyata terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini, maka

akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
PPTK Bldang i

JUMIDL S.E. ALMO PRASESA SIREGAR, S.T.,M.Si.
NIP. 19790128 200003 1 002 NIP. 19840103 201001 1 027

Kerangka Acuan Kerja Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 7




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Tahun Perencanaan
Nama Perangkat daerah

Urusan / Bidang Urusan
Program
Indikator kinerja Program

Target Indikator Kinerja Program

Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan

Sub Kegiatan
Target Indikator Sub Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

TAHUN ANGGARAN 2025

2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unsur Pendukung/ Urusan Pemerintah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Peningkatan PAD

Persentase realisasi PAD 100%

Persentase realisasi PBB 100%

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Persentase realisasi PAD 100%

Persentase realisasi PBB 100%

Penagihan Pajak daerah

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak
Daerah (10 Dokumen)

Kegiatan Penagihan Pajak Daerah meliputi, pajak restoran, hotel, parkir, reklame ,Hiburan, Pajak air
permukaan tanah dan mineral bukan logan dan batuan (MBLB), pajak penerangan jalan (PPJ),
BPHTB, PBB-P2 yang dikenakan kepada seluruh wajib pajak baik sipatnya pribadi/perorangan
ataupun badan/perusahaan, penagihan pajak daerah tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Lampung Barat dan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan. Kegiatan penagihan
Pajak daerah ini juga termasuk penagihan retriribusi yang dilakukan langsung oleh Badan
Pendapatan Daerah ataupun lainnya dilakukan oleh aparat kecamatan dan pekon/kelurahan. Badan
Pendapatan Daerah khususnya bidang Penetapan dan Penagihan akan membantu memberikan
sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat sebagai wajib pajak jika aparat kecamatan atau pekon/
kelurahan mengalami kesulitan dalam penagihan apalagi permasalahan penagihan sudah melewati
masa jatuh tempo.

TUJUAN
1. Maksud dari kegiatan ini adalah penagihan pajak daerah dalam rangka tercapainya target
pendapatan daerah yang ditetapkan;

2. Terlaksananya penagihan pajak daerah sesusai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.

DASAR HUKUM
Dasar Hukum Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991, tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34520;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat;



4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sasaran Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah adalah subjek pajak baik bersifat perorangan maupun
badan yang ada di dalam maupun diluar Daerah kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari :

1. Pengusaha restoran, hotel, hiburan, reklame, Parkir, MBLB, PBB-P2 BPHTB

2. Masyarakat sebagai subjek pajak daerah

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah dilaksankan dalam satu tahun anggaran atau selama 12 bulan
padau tahun anggaran 2025.
Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penagihan Pajak daerah

No Uraian TAHUN 2025

Jan Feb Mar | Apr [ Mei | Jun Jul | Ags Sept Okt Nov

Des

1 Menginventarisir
dan klarifikasi
atas data wajib
pajak daerah dan \ \ \
wajib retribusi
daerah

2 Melakukan

Penagihan Pajak
Daerah Setiap N N N N N v N < N N N

Bulan

3 Menerbitkan
SKPD
PajakDaerah \ \ \ \ \ S \ \ \ \ \

yang tertagih

4 Rapat
Koordinasi yang
dilaksanakan
setiap triwulan N

E. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Seluruh subjek pajak daerah yang melakukan kegiatan usaha di kabupaten Lampung Barat
2. Orang pribadi/ badan usaha dan Masyarakat Pekon, kelurahan dan Kecamatan yang ada di
Kabupaten Lampung Barat sebagai subjek pajak.




F. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penagihan Pajak daerah bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

Samesier | Sameasier Il
Anggaran
Kode Rekaning Uraian Tolal RAK Triwudan | Trivarulian 0 Trianukan 111 Triranaan '
™ Tabwun Ini
Januar Febnuar Marat April el Jumi Juil Agustus Saplamber Datober Hovembar | Desamber

21 EELAMJA OPERAEI ZBZ.BET.D0,00|262.BET.000,00 |7.713.000,00|7.203.000,00 | £.600.000,00|7.203.000,00| 100.262.000,00| 7.803.000,00 (0.732.000,00| 10338000, 00| 30.710.000, 0 | 30. 388,029, 00 |S.876.271,00 | 0.242.000,00
Eelanja Barang dan

1o ZBZ.BET.D0,00|252.8T.000,00 |7.713.000,00|7.203.000,00 | £.600.000,00|7.203.000,00| 100.262.000,00| 7.803.000,00 (6.732.000,00| 10338000, 00| 30.710.000, 30 | 30. 588,029, 00 |S.876.271,00 | 0.242.000, 00
Jasa

aioeed Eelanla Barang B4 438.0:00.00| 24438 000,00 0.00 0,00 0.00 0,00| 48.104.000, 00 0,00 0,30| 37100000, 0:0| 4 355000, 0:0 | 2818 7000, 00 | 1.B83. 000,00 0,0
Eelanja Barang Pakal

Ao B4 438.0:00.00| 24438 000,00 0.00 0,00 0.00 0,00| 48.104.000, 00 0,00 0,30| 37100000, 0:0| 4 355000, 0:0 | 2818 7000, 00 | 1.B83. 000,00 0,0
Habls
Baslania AlaliBahan

5.1.02.01.01 0024 |unhuk Keglatan Kanbor- B&.713.000,00] 58.713.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 400331 000,00 0,00 0.00| 1.305.000.00| A 780000, 060 | 20,59 7000, 0x0 | 1. 363, 000,00 0,
Ao Tulks Handor
E-=laria AlalBahan

5.9.02.01.01.0023 |unbuk Keglatan Fanbor- £8.363.000,00] 9.283.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 230.000,00 o000 0.00| 1.088.000,00 0,00| 5.020.000,00 oao 0,00
Flarias dan Cover
Balanja AlaliBahan

5.1.02.01.01 0023 |unhuk Kegiatan Kanbor- 4.000.000,00| 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500000, 0x) 0,00 0,00 T 00000, 0| 0,00| 2 Z30.000,00 oao 0,
Bahan Kompuier
BEslarja Makanan dan

5.1.02.01.01 0052 4. 060.000,00] 4.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 021000, 00| 0,00 0,00 0,0:0| 2.933.000,00 0, oao 0,
Minuman Rapai
Eelanla Perjalanan

S1.02.04 198.449.0:00,00 |1 58.488.000,00 |7.7135.000,00 | 7.263.000,00| €.60:0.000,00|7.803.000,00| §0.10Z.00:0, 00| 7.8:63.000,00 |5.732.000,00| G 845 000, 00| 45 1135.000,00 | 28521679, 0:0 | 5.0111 371,00 | 5245000, 00
Dinas
Belanja Perjalanan

R N N 188,445,000, 00| 158.485.000,00 |7.713.000,00 | 7.203.000,00 | 8.00:0.000,00|7.203.000,00| 60.182.000,00| 7.883.000,00 (0.733.000,00| 0.848 000,00 48115000, 00 | 208521025, 00 | 5011 371,00 | 0. 242000, 0D
Dinas Dalem Meger
Belania Perjalanan

S.9.02.04.01.0001 112.544.000,00] 112.514.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.314.000,00 o000 0,00 10,00 38.230.000,00 |2 1.230.000,00 oao 0,00
Diinas Biasa
Belania Perjalanan

5.1.02.04 010303 D5.035.000,00] 53.535.000,00 |7.7153.000,00|] 7. 505.000,00 | 5600000, 00| 7. 5053.000,00 . 345 000, 00| 7.8483.000,00 |8.733.000,00| 0.345.000,00| T.005.000,00| 7.071.023,00]|3.041 371,00 |0.243.000,00
Diinas Dalam Hiota




G. DATA DUKUNG
1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024
3. Keputusan Menteri Dalam Negerin Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

H. KELUARAN
Keluaran/output dari Sub kegiatan penagihan Pajak Daerah adalah tercapainya target
penerimaan Pajak daerah yang telah ditetapkan 100%.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.

Liwa, 12 Januari 2025
Mengetahui,
PPTK Bidang Kepala Sub Bidang

Penagihan Pajak Daerah

RWINGY H.M.H. JONIS ARTAN DAVID.S.Sos.
NIP. 19770420 201101 1 001 NIP. 19810101 200904 1 002




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN
PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
Tahun Perencanaan 2025

Nama Perangkat daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat

Urusan / Bidang Urusan

Unsur Pendukung/ Urusan Pemerintah

Program

Pengelolaan pendapatan Daerah

Indikator Program

Persentase realisasi PAD 100%
Persentase realisasi PBB 100%

Kegiatan

Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase realisasi PAD 100%
Persentase realisasi PBB 100%

Sub Kegiatan

Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah

Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah
Dilakukan Penelitian dan Verifikasi

Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan

16 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan
Pajak Daerah, perlu disusun kerangka acuan kerja pelaksanaan sub kegiatan. Penyusunan
kerangka acuan kerja ini bertujuan agar fungsi dan kinerja perangkat daerah dapat berjalan secara
optimal. Dokumen kerangka acuan kerja yang disusun dengan baik diharapkan mampu
memberikan gambaran yang komprehensif, sehingga dapat membantu memastikan bahwa
pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan

TUJUAN

Tujuan Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah adalah Memastikan
Keakuratan Data Meneliti dan memverifikasi data pelaporan pajak daerah agar sesuai dengan
kondisi faktual di lapangan.

DASAR HUKUM

Dasar Hukum Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991, tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I1
Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34520;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat;

4. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugs dn
fungsi, serta tata kerja perangkat daerah,;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

D. SASARAN
Sasaran sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah adalah seluruh
wajib pajak daerah kabupaten Lampung Barat.



E.

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Tabell.Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Uraia

n
Rincian
Kegiata

n

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Mengin
ventarisi
r dan
klarifika
si atas
data
wajib
pajakda
erah dan
wajib
retribus
idaerah

Rapat
Koordin
asi yang
dilaksan
akan
setiap

triwulan




LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah adalah di seluruh pekon
dan kecamatan di Kabupaten Lampung Barat.

PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah adalah Pemerintah Daerah
melalui OPD pengelola pajak daerah, wajib pajak daerah, serta masyarakat secara tidak langsung melalui
peningkatan akurasi data dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).



H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS
Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Semester | Semeaster ||
Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini | Total RAK Triveuan | Triwulan Il Trivewan 11 Triwulan IV
Januari Februari Mared Al Mai Jumni Juli Agustus | September Okidober Nowember | Desember

5.1 BELANJA OPERASI 50.161.000,00| 50.161.000,00| 7.700.000,00| 9.510.000,00 | 6.00:0.000,00| 2.995.000,00| 4.750.000,00| 8.296.000,00| 2.130.000,00| 400.000,00| 3.810.000,00| 2.130.000,00 [ 400.000,00| 1.950.000,00
Belanja Barang dan

5.1.02 4 50.161.000,00| 50.161.000,00| 7.700.000,00| 9.510.000,00 | 6.000.000,00) 2.995.000,00| 4.750.000,00| 8.296.000,00| 2.130.000,00) 400.000,00| 3.810.000,00( 2.130.000,00 [ 400.000,00| 1.950.000,00

asa

5.1.02.01 Belanja Barang 24.511.000,00| 24.511.000,00 5.1BE.MI:I.IJH| 5.260.000,00) 1.750.000,00| 400.000,00) 500.000,00| 4.046.000,00( 400.000,00 -WI:I.DDD.W| 3.810.000,00] 400.000,00| $00.000,00( 1.950.000,00
Belanja Barang Pakai

5.1.02.01.01 shabd 24.511.000,00 | 24.511.000,00| 5.185.000,00| 5.260.000,00| 1.750.000,00| 400.000,00) 5S00.000,00) 4.046.000,00 400.000,00] 400.000,00) 3.610.000,00( 400.000,00(400.000,00| 1.950.000,00

abis

Belanja Alat'Bahan

5.1.02.01.01.0024 |untuk Kegiatan Kantor- 13.026.000,00| 13.026.000,00) 2.770.000,00| 400.000.00| 1.600.000,00) 400.000,00) 500.000,00) 2.356.000,00| 400.000,00| 400.000,00| 1.600.000,00| 400.000,00(400.000,00| 1.800.000,00
Alat Tulis Kantor
Belanja Alat'Bahan

5.1.02.01.01.0025 |untuk Kegiatan Kantor- 3.025.000,00] 3.025.000,00| 1-250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 890.000,00 0,00 0,00 88500000 0,00 0,00 0,00
Kertas dan Cover
Belanja Alat/Bahan

5.1.02.01.01.0027 [untuk Kegiatan Kantor- 600,000,001  600.000,00 0,00 0,00| 150.000,00 0,00 0,00| 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Benda Pos
Belanja Alat/Bahan

5.1.02.01.01.0029 |untuk Kegiatan Kantor- 3.000.000,00] 3.000.000,00| 1.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 65000000 0,00 0,00 1.175.000,00 0,00 0,00 0,00
Bahan Komputer

5.1.02.01.01.0052| =@ Makanan dan 4.860.000,00| 4.860.000,00 0,00{ 4.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Minuman Rapat
Belanja Perjalanan

5.1.02.04 Dinas 25.650.000,00| 25.650.000,00| 2.505.000,00] 4.250.000.00| 4.250.000,00) 2.505.000,00| 4.250.000,00| 4.250.000,00| 1.730.000,00 0,00 0,00| 1.730.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan

5.1.02.04.01 25.650.000,00| 25.650.000,00| 2.505.000,00] 4.250.000,00| 4.250.000,00) 2.505.000,00| 4.250.000,00| 4.250.000,00| 1.730.000,00 0,00 0,00| 1.730.000,00 0,00 0,00
Dinas Dalam Negeri




5.1.02.04.01.0001

Belanja Perjalanan

17.000.000,00

17.000.000,00

4.250.000,00

mm.nn‘

0,00

mmn.m| 4.250.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

5.1.02.04.01.0003




DATA DUKUNG

Dokumen Hasil Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak
Daerah adalah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang digunakan sebagai dasar

penetapan pajak daerah.
. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (terms of reference) ini merupakan acuan untuk melaksanakan Sub

Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2025. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang belum diatur dalam

Kerangka Acuan Kerja ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

Mengetahui,
PPTK Bidang

NIP. 19790128 200003 1 002

Liwa, 12 Januari 2025

Kepala Sub Bidang

ALMO PRASESA SIREGAR, S.T.,M.Si.
NIP. 19840103 201001 1 027




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025
Tahun Perencanaan 2025

Nama Perangkat Daerah
Urusan / Bidang Urusan
Program

Indikator Program

Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan
Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Sub
Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Unsur Penunjang/Keuangan
Pengelolaan Pendapatan Daerah

Persentase realisasi PAD 100%
Persentase realisasi PBB 100%

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Persentase realisasi PAD 100%
Persentase realisasi PBB 100%

100 %

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan
Pengawasan Pajak Daerah

5 Dokumen

Untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah terhadap kewajiban perpajakan, maka

perlu dilakukan upaya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah. Usaha

pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak dilakukan dalam rangka memastikan

keakuratan laporan wajib pajak daerah dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini perlu

dilakukan mengingat saat ini banyak wajib pajak yang belum memberikan laporan pajak

daerah sesuai dengan kondisi yang ada.

Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah saat ini sangat

diperlukan, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam proses pembuatan laporan

pajak daerah sesuai dengan ketetuan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan dengan

melibatkan dinas/instansi terkait sehingga proses pengendalian, pemeriksaan dapat lebih

maksimal.

B. TUJUAN

Tujuan sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten

Lampung Barat adalah :

Kerangka Acuan Kerja Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1



e Mewujudkan laporan pajak daerah dari wajib pajak yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

e Memastikan pelaporan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya.

e Meningkatnya kesadaran masyarakat selaku wajib pajak untuk melaksanakan
kewajibannya.

e Meningkat nya realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lampung Barat.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3078 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakihran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali
Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
374);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor 391);

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Kabupaten
Lampung Barat adalah Wajib Pajak Daerah yang berada di Kabupaten Lampung Barat.

Kerangka Acuan Kerja Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2



E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

. X Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Uraian Rincian

Kegiatan

Menyiapkan
Database Wajib
Pajak Daerah N Y v
Kabupaten Lampung
Barat

Melakukan
pemeriksaan
terh?daplkepatuhan
wajib pajak dacrah -y |y Vv Vv Vv Vv V[ V[ V[ V[ V| V| V|

pada bulan lalu

Melakukan
pemeriksaan atas
Laporan Wajib
Pajak Daerah yang
diterima

Melakukan
pemeriksaan atas
pembayaran Pajak V|V V| V| V| V| V|V V|V V|V V| V| V| V|
Daerah oleh Wajib
Pajak

Menyampaikan hasil
pemeriksaan pajak

daerah kepada wajib v v N N N N N N N \/ N \/ N \/ N \/ N \/ N N N N v N
pajak

Melakukan tindakan
yang dianggap perlu
atas pelanggaran \ \ \ \ N N N N N N N N
oleh wajib pajak
daerah

Penyusunan Buku
Laporan hasil
pengendalian,

pemeriksaan, dan V N v
pengawasan pajak
daerah

e —
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F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Kabupaten Lampung Barat

akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat.

G. PENERIMA MANFAAT

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2. Para pengambil kebijakan

3. Wajib Pajak Daerah
4. Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

Kerangka Acuan Kerja Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4



H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS
Pagu Anggaran Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025
meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah

Semester | Semasier |
Hiode Refsning Uralan Anggaran Tahun ini Todal RAK Triwudan | Triwwulan Il Triwudan |11 Triwulan IV
Janusri Febnuan Marsl Apri MEl Jun Jul ApuEmius Seplember Oikiober Mowember | Desember

31 BELAMJA DFERASI 04 5480000,0:0 | 34.340.000,00) 17.733.0:0D, 3| ©.323.000,00| 1.730.000,00| B.500.000.00] 3.900.000,0:0| 0,00 3.473.00:0,00| € X23.000.0:0| 1.730.000,00| £.350.00D,00| S00.D00,0:D 0,00
Belan|a Barang dan

3102 04 5480000,0:0 | 34.340.000,00) 17.733.0:0D, 3| ©.323.000,00| 1.730.000,00| B.500.000.00] 3.900.000,0:0| 0,00 3.473.00:0,00| € X23.000.0:0| 1.730.000,00| £.350.00D,00| S00.D00,0:D 0,00
Jasa

310201 Belanja Barang B435.000,00| B.430.0:00,00| 1.583 000,04 ZOTE.000,00 0,00 0,00 500.000,0:0| 0,00 1.743.000,00| Z073.0:00,0:0 0,00 0,00] S00.D00,00 0,00
E=lanja Barang Pakal

3.1.02.01.001 S436.000,00| D.430.000,00| 1.543.000,00| ZOTE000,00 0,00 0,00 S00.000,00] 000] 1.743.000,00| 207 3.000,00 0,00 0,00 S00.000,00 0,00
Habiz
E=lanja Alal'Banan

5.1.02.01.001 00024 |urluk Ksglatan Kanbar- 2.306.000,00 | 3.590.000,00 T93.0x00, DO S00.000,00 0,00 0,00 S00.0300,00| 000 T93.000,00 SO0 0=00, 0] 0,00 0,00 S00.000,00 0,00
Akt Tulls Kanbor
E=lanja Alal/Bahan

5.1.02.01.001 00025 |urtuk. Kaglatan Kantor- 1.500.000,00 1.3500.000, 00 T50.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ti50.000 00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Wertas dan Cower
Belanja AlalBanan

5.1.02.01.001 00027 |urtuk. Keglatan Hantor- 200.000,00 200.000,00 0, 0= 0,00 0,00 0,00 0,00 000 200000 ,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00
Banda Pos
BE=lanja Alal'Banan

5.1.02.01.001 00025 |urluk Ksglaian Kanbar- 2.1000000,00 | 3.130.000,00 0,00] 1.575.000,00 0,00 0,00 0.00| 000 0,00] 1.573.0:00,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eahan Kompuler
Belanja Perjalanan

5.1.02.04 48110000000 | 4. 110.000,00| 18.210.0:00, 00| 4.230.000,00 | 1. 730L000000| 8.300.000,00| 2.400.000,0:0) 0,00) 1.730.000,00] 4.2530.000,0:0| 1.7300000.00| 4.220.00:0,00 0,00 000
Dinas
Beslanja Ferjalanan

53.1.02.04.001 45 1100000,00 | 48 110.000,00] 18.210.000, 00| 4.230.000,00 | 1.730.000,00| 8.500.000,00| 3.480.000,00) 0,00) 1.730.000,00] 4.250.000,00) 1.7300000,00( 4.350.00:0,00 0,00 0,00
Dinas Calam Megsr
Beslanja Ferjalanan

03.1.02. 0 001 00301 34 000.000,00 | 34.000.000,00] 12.730.000,00| 4 230,000,000 0,0d| 3.500.000,00 0,00 000 0,00] 4.250.000,00 0,00 &. 250,000, 00 0,00 0,00
Dinas Blasa
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DARI BELANJA PER BEMESTE

Balanja Perjalanan
3.1.02.0:4 001 00003 12.91910.000,0:0 | 12.110.000,00| 3.450.000,00 0,00 | 1.730.000.00 0,00| 3400000 00| 0L00)| 1.730.000,00 0.00] 1.730.000.,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Dalam Fota
JUMLAH ALDKAS] HAS YANG TEREEDLA
34 348.000,0:0 | 34.540.000,0:0] 17.733.0:Dp0, 00| S 325.000,00| 1.710.000.00| B.500.00:0,00| 2.9500.000,0:0| 0,00 | 3.473.000,00| S 3253.000,00| 1.7300000,00| 4. 2%0.000,00( S00.000,0:0 0,00/
DARI BELANJA FER BULAN
SJUMLAH ALDKAS] HAS YANG TEREEDLA
34340000000 | 34.540.000,0:0 Z35.80:8.000,00| 12.463.000,00 11.328.000,00 4. TH.000,00
DARI BELANJA PER TRIWULAN
SJUMLAH ALDKAS] HAS YANG TEREEDLA
34340000000 | 34.540.000,0:0 38.268.000,00 16.27TE.000,00
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I. DATA DUKUNG
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

3. Keputusan Menteri Dalam Negerin Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pwmutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

J. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan
pajak daerah adalah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan
Pengawasan Pajak Daerah.

K. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (terms of reference) ini merupakan acuan untuk melaksanakan sub
kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Kabupaten Lampung
Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat

hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini, maka akan dilakukan

perubahan dan perbaikan.

Mengetahui, Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bidang
Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
JUMIDIL S.E. ARIFAL SAHDA., S.E..M.M.
NIP. 19790128 200003 1 002 NIP. 19830524 200902 1 003
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